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Artinya: Wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul dan
ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang
sesuatu maka kembalikanlah kepada Allah dan rasul, jika kamu beriman
kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu
dan lebih baik akibatnya. (Q.S Surat An-Nisa’ ayat 59)
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ABSTRAKSI

Muhammad Wildan Faridy, 2017: KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
TERHADAP PENGINGKARAN KEABSAHAN
ANAK

Suatu  persoalan yang telah dirumuskan bahwa, hubungan
kesanaksaudaraan sebagai pengertian umum dan hubungan hukum khusus hukum
antara anak dan orang tuanya, terjalin karena terjadinya perkawinan. Anak sah
dalam bahasa hukum adalah anak yang dilahirkan akibat terjadinya ikatan
perkawinan yang sah antara suami istri, dengan mengambil ukuran batas minimal
kandungan antara 6 bulan sejak akad perkawinan diresmikan. Apabila seorang
anak lahir yang masanya kurang dari 6 bulan, maka seorang suami berhak untuk
mengingkari kelahiran anak tersebut.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimanakah
tinjauan Hukum Islam terhadap keabsahan anak? 2) Bagaimanakah tinjauan Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata terhadap pengingkaran keabsahan anak?
3) Bagaimanakah komparasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata terhadap pengingkaran keabahan anak, beserta implikasinya?

Tujuan penelitian ini adalah 1) Mengetahui tinjauan Hukum Islam
terhadap keabsahan anak. 2) Mengetahui tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata terhadap pengingkaran keabsahan anak. 3) Mengetahui komparasi Hukum
Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap pengingkaran
keabahan anak, beserta implikasinya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research).
Adalah penelitian yang menggali informasi dari literatur-literatur dan sumber
pustaka yang ada baik berupa sumber dat primer maupun skunder.

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan penelitian ini memperoleh
kesimpulan, 1) Analisis pengingkaran terhadap keabsahan anak menurut KIH
adalah proses penyelesaian perkara tersebut menurut aturan hukum Islam sama
halnya dengan penyelesaian perkara penuduhan zina, yaitu dengan menggunakan
sumpah /i’an sebagai sumpah pemutus dalam perkara pengingkaran terhadap
keabsahan anak, 2) Analisis pengingkaran terhadap keabsahan anak yang
dilahirkan istrinya menurut KUH Perdata, penyelesaiannya melalui pengadilan
dengan mengajukan tuntutan-tuntutan disertai bukti-bukti tertulis, sebagaimana
penyelesaian perkara-perkara yang lainnya. 3) Implikasi Hukum dari Komparasi
KIH dan KUH Perdata adalah Hukum Islam menetapkan kedudukan anak yang
dilahirkan di luar kawin baik yang dilakukan gadis atau jejaka dan orang yang
sudah pernah menikah tetap dinamakan zina. Dan anaknya berkedudukan sebagai
anak yang tidak sah.Yang hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibu dan
keluarga ibunya. Menurut Hukum Perdata, seorang anak yang dilahirkan di luar
perkawinan dapat diakui sekaligus dapat disahkan oleh orang tuanya melalui
proses pengadilan.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Perwujudan kebersamaan dalam dunia kemanusiaan khususnya yang
beragama Islam dilembagakan dalam bentuk syari’at pernikahan. Oleh karena
itu setiap orang Islam dianjurkan untuk mencari pasangannya dalam batas-
batas yang telah ditetapkan oleh syara’, yakni dengan cara menikah yang
bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, Hal ini tercermin dalam

firman Allah SWT :
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Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa
kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-
benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.?

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan

kekal, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar

! Al-Qur’an, 30:21
2 Rahmad Hakim, Hukum Perkawinan Islam (Bandung : CV Pustaka Setia, 2000), 13.



masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan
mencapai kesejahteraan spiritual dan meteril.>

Keturunan merupakan karunia Allah Swt, yang dianugerahkan kepada
suatu keluarga dan sekaligus sebagai amanat Allah yang harus dipelihara dan
dijaga keselamatannya.*Oleh karena itu, orangtua berkewajiban untuk
memelihara dan membimbing anak-anaknya agar menjadi manusia yang baik
dan mengetahui hak dan kewajiban.

Para ahli figh sepakat bahwa wanita yang bersuami dengan akad nikah
yang sah apabila melahirkan anak maka anak tersebut dinisbatkan kepada
suaminya atau dapat dikatakan sebagai anak sah. Permasalahan tentang anak
seringkali menjadi persoalan yang menjadi obyek hukum syari’at.Misalnya
hak waris atas ayahnya, keharaman kawin dengan saudara perempuannya,
adanya perwalian atasnya dan hartanya bila dia belum baligh, kewajiban
memberi nafkah kepadanya, baik berupa hak-hak syar’i maupun moral.’
Selain dalam persoalan tentang anak ini terdapat persoalan yang sangat
penting yaitu tentang asal usul anak. Karena asal usul anak merupakan dasar
untuk menunjukkan adanya hubungan kemahraman (nasab) dengan ayahnya.
Hukum Islam menentukan, bahwa pada dasarnya keturunan (anak) adalah sah

apabila pada permulaan kehamilan antara ibu dan anak tersebut dan laki-laki

¥ Amir Syarufuddin. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta : Kencana Prenada Media
Group, 2009), 25.

* Amir Syarufuddin. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 215.

® Muhammad Jawad Mughniyah, Figih Lima Mazhab, (Jakarta: Lentera Basritama,2000), 385.



yang menyebabkan terjadinya kehamilan terjalin dalam perkawinan yang
sah.’

Akan tetapi dalam Islam tidak ada ketentuan khusus tentang
pengertian anak sah.Adanya suatu kemungkinan bahwa seorang isteri hamil
dan melahirkan seorang anak adalah hasil persetubuhannya dengan seorang
laki-laki lain, walaupun dalam suatu ikatan perkawinan yang sah. Hal ini
dikarenakan seorang suami tidak merasa menghamili (mengumpuli) isterinya.
Maka, hukum Islam memberikan kemungkinan terhadap suami untuk
menyangkalnya atau mengingkarinya, akan tetapi dalam hal ini haruslah ada
suatu pembuktian.Apabila dalam pembuktian itu tiada terdapat bukti yang
cukup mengenai isteri telah melakukan zina dengan laki-laki lain, maka
dalam hukum Islam membuka peluang bagi suami untuk melakukan sumpah
tentang kebenaran pendakwaannya terhadap isterinya itu.

Adanya penyangkalan atau pengingkaran yang dilakukan oleh suami
terhadap kehamilan dan kelahiran anak, lalu bagaimana kedudukan anak-anak
tersebut, karena kedudukan seorang anak akan membawa akibat hukum yang
sangat penting bagi anak dalam masalah pewarisan, perwalian dan nafkah.
Oleh karena itu pembuktian keturunan anak sangat berperan sekali demi
untuk memastikan kedudukan seseorang.

Apabila terjadi perkawinan antara suami dan istri yang sah, kemudian
istri mengandung dan melahirkan anaknya, maka suami dapat mengingkari

kesahan anak, apabila :

¢ Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta :Ull Press, 2000), 106.



1. Istri melahirkan anak sebelum masa kehamilan
2. Melahirkan anak setelah lewat batas maksimal masa kehamilan dari masa
o7
perceraian
Berkenaan dengan batas minimal masa kehamilan, jumhur ulama telah

menetapkannya selama enam bulan. Hal ini didasarkan pada firman Allah :

2
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Artinya: “Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua
orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah,
dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya
sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila
Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia
berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat
Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu
bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang
Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi
kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat
kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang
yang berserah diri.2

Peraturan mengenai gugatan pengingkaran terhadap keabsahan anak
yang dilakukan suami harus dibuktikan secara detail melalui tahapan adanya
bukti-bukti yang sah, yang dalam hukum Islam adanya saksi yang terdiri dari

dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang wanita. Jika

"Aminur nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana
Prenada Media Grup, 2006), 278.
8 Al-Qur’an, 46:15



pembuktian tersebut tidak ada, maka seorang suami diperbolehkan

menguatkan pendiriannya dengan sumpah sebagaimana dalam perkara

penuduhan zina, sedangkan dalam pasal 102 Kompilasi Hukum Islam ayat (1)

dan (2) disebutkan bahwa :°

1. Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya,
mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktiu 180
hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan
atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan
berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada
pengadilan Agama.

2. Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat
diterima.

Hukum perdata (BW) juga memberikan hak kepada seorang suami
untuk mengingkari sahnya seorang anak yang dilahirkan oleh isterinya.
Seperti yang tercantum pada KUH Perdata :

e Pasal 250 : “Anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan
memperoleh suami sebagai bapaknya.”

e Pasal 251 : “Sahnya anak yang dilahirkan sebelum hari yang keseratus
delapan puluh dari perkawinan dapat diingkari oleh si suami”.

e Pasal 252 : Suami boleh mengingkari keabsahan anak, hanya bila dia dapat
membuktikan bahwa sejak hari ketiga ratus dan keseratus delapan puluh

hari sebelum lahirnya anak itu, dia telah berada dalam keadaan tidak

% Sekretariat Negara RI, Inpres No. 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam



mungkin untuk mengadakan hubungan jasmaniyah dengan isterinya baik
karena keadaan terpisah maupun karena sesuatu yang kebetulan saja.
Dengan menunjuk kepada kelemahan alamiah jasmaninya, suami tidak
dapat mengingkari anak itu sebagai anaknya.

e Pasal 253 : Suami tidak dapat mengingkari keabsahan anak atas dasar
perzinaan, kecuali bila kelahiran anak itu telah dirahasiakan terhadapnya,
dalam hal itu, dia harus diperkenankan untuk menjadikan hal itu sebagai
bukti yang sempurna bahwa dia bukan ayah anak itu.

e Pasal 254 : Dia dapat mengingkari keabsahan seorang anak, yang
dilahirkan tigaratus hari setelah putusan pisah meja dan ranjang
memperoleh hukum yangpasti, pasti mengurangi hak isterinya untuk
mengemukakan peristiwa-peristiwa yang cocok Kiranya untuk menjadi
bukti bahwa suaminya adalah bapak anak itu

e Pasal 255 : “Anak yang dilahirkan tigaratus hari setelah bubarnya
perkawinan adalah tidak sah.”°

Pengingkaran seorang suami terhadap seorang anak yang dilahirkan
istrinya, haruslah melalui suatu prosedur seperti yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Suami tadi haruslah mengajukan tuntutan perdata kepengadilan dalam
tenggang waktu dua bulan.

2. Pengigkaran itu dilakukan dalam batas-batas waktu yang telah ditentukan

oleh undang-undang antara lain:

10 subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Pranadnya
Paramita, 2004), 45-46.



a. Kalau suami berdiam di kota kelahiran si anak atau sekiranya waktu
pengingkaran itu adalah satu bulan.

b. Jika suami sedang bepergian, tenggang waktu pengingkaran adalah dua
bulan terhitung sejak saat ia kembali dari bepergiannya itu.

c. Jika kelahirannya itu disembunyikan oleh istrinya, tenggang waktunya
adalah dua bulan sejak tipu muslihat itu diketahuinya.

3. Penentuan-penentuan dimuka hakim harus dilakukan terhadap seorang
sebagai tergugat yang harus ditetapkan lebih dahulu oleh hakim selaku
wali dari anak itu dan ibu anakpun dalam perkara harus dipanggil dengan
sah untuk didengar keterangannya.

Tuntutan yang dilakukan suami terhadap pengingkaran keabsahan
anak harus disertai dengan bukti-bukti yang memenuhi syarat, menurut aturan
undang-undang yang ada. Kemudian setelah diadakan pemeriksaan, maka si
suami tersebut dapat meminta pengadilan untuk memberikan keputusan
tentang sah tidak punya seseorang anak.

Apabila kedudukan anak telah ditetapkan oleh hakim, apakah anak itu
anak sah atau anak tidak sah, maka yang menetapkan akibat hukum dari
adanya pengingkaran terhadap keabsahan anak baik dalam masalah
pewarisan, perwalian dan nafkah adalah seorang hakim. Jadi, baik menurut
hukum perdata (BW) maupun hukum Islam menegaskan bahwa, apabila
seorang anak yang dilahirkan oleh isterinya dan diingkari oleh suaminya,
maka berkedudukan sebagai anak tidak sah karena dia hanya mempunyai

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.



Berangkat dari uraian latar belakang di atas yang menguraikan tentang
gugatan pengingkaran terhadap keabsahan anak, penulis merasa terdorong
untuk membahas skripsi yang berjudul : “KOMPARASI HUKUM ISLAM
DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA TERHADAP
PENGINGKARAN KEABSAHAN ANAK?”. Karena dengan judul tersebut
penulis merasa bahwa, kejelasan nasab merupaka suatu perkara perdata yang
sangat penting tetapi masih kurang diselidiki oleh banyak orang, untuk
memperhatikan asal usul seorang anak dari bapaknya ketika terjadi
penyimpangan terhadap norma sosial.

B. Fokus Penelitian

Bagian ini menyantukan semua rumusan masalah yang dicari
jawabannya melalui proses penelitian rumusan maslah disusun secara singkat
jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan dalam kalimat tanya,
sebagai berikut:'

1. Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam terhadap keabsahan anak?

2. Bagaimanakah tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap
pengingkaran keabsahan anak?

3. Bagaimanakah komparasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata terhadap pengingkaran keabahan anak, beserta

implikasinya?

1| AIN Jember Press, Pedoman Karya tulis limiah, (Jember:IAIN Jember Press, 2016), hal. 83



C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang dituju
dalam melakukan penelitian tujuan penelitian harus mengacu kepada
masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.*?
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap keabsahan anak
2. Mengetahui tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap
pengingkaran keabsahan anak
3. Mengetahui komparasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata terhadap pengingkaran keabahan anak, beserta implikasinya.
D. Manfaat Penelitian
Mamfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang diberikan
setelah selesai melakukan penelitian kegunaan dapat berupa kegunaan yang
bersifat teoritis dan praktis.*®
Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka manfaat penelitian
secara teoris dan secara praktis, adalah sebagai berikut :
1. Secara teoritis
a. Untuk memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum keluarga,
terutama dalamkaitannyadenganpernikahan tentang hak-hak suami.
b. Menambah Pengetahuan tentang pemahaman ilmu yang berakaitan

dengan hukum Islam.

12 pedoman Karya tulis llmiah, (Jember:1AIN Jember Press, 2016), hal. 83
3 pedoman Karya tulis llmiah, (Jember:IAIN Jember Press, 2016), hal. 83
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2. Secara Praktis
a. Untuk dijadikan bacaan, referensi, dan rangsangan bagi penelitian
selanjutnya.
b. Penambahan Pemahan Terutama yang berkaitan dengan hukum-hukum
positif .
c. Memahami dan mendalami secara mendalam dan mengamalkan limu
yang telah didapat.**
E. Definisi Istilah
Adapun definisi Istilah dalam penelitian ini, yaitu:
1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah peraturan-peraturan atau seperangkat
normayang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan
yang bersumber dari agama Islam dan menjadi bagian dari agama Islam.™
Atau hukum Islam bisa di artikan sebagai hukum yang bersumber dari
ajaran Islam.*

Dalam hal ini yang dimaksud hukum Islam adalah hukum Islam
atau peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia yang
bersumber dari Al-Qur’an maupun Al-Hadits yang dianut oleh masyarakat
tersebut, yang mana mereka dalam masalah hukum Islam (figih) menganut

empat madzhab yaitu; Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah dan Hambaliyah.

4 Karya Tulis llmuyah, IAIN Jember, 2016

> Muhammad Daud Ali, Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di
Indonesia (Jakarta: RajanGrafindo, 2007), 43.

16 Marzuki, Pengantar Studi Hukum Islam (Yogyakarta: Ombak, 2013), 13.
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2. Keabsahan anak
Keabsahan anakadalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai
akibat dari perkawinan yang sah atau dengan kata lain, keabsahan anak
merupakan anak-anak yang tumbuh atau dilahirkan sepanjang perkawinan
ayah ibunya.
Keabsahan anak dalam penelitian ini adalah kebsahan anak
menurut Hukum Islam dan KUH Perdata.
3. Hukum perdata
Hukum perdata adalah kentuan atau hukum-hukum pokok yang
mengatur  hak-hak dan kepentingan antara individu dalam
masyarakat.Hukum perdata dalam penelitian ini adalah hukum keluarga
yang mengatur hukum hubungan keluarga /kekeluargaan seperti
perkawinan dan hubungan orangtua dengan anak.
F. Metode Penelitian
Metode penelitian dapat dipahami sebagai teknik atau tata cara dalam
memperoleh dan menganalisa data. Disamping itu juga metode penelitian
juga dapat dipahami sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan
tujuan dan kegunaan tertentu.'’Dengan pengertian tersebut dapat dipahami
bahwa merode penelitian merupakan cara-cara tertentu untuk mencapai
tujuan dan kegunaan tertentu.
Berdasarkan komponen metode penelitian yang ada, maka peneliti

mengklasifikasikan beberapa pembahasan dalam metode penelitian ini yang

7 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R& D, (Bandung : Alfabeta, 2009), 2.
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akan menjadikan penjelasan dari komponen-komponen yang perlu dibahas

secara detail diantaranya :

1.

Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pedekatan penelitian
kualitatif. Penelitian kualitatif lebih banyak ditujukan pada pembentukan
teori substantif berdasarkan dari konsep-konsep yang timbul dari data
empirik.

Metodeologi kualitatif bersifat empiric, tetapi sering dikontraskan
sebagai prespektif yang merupakan suatu rentang dari yang sangat objektif

sehingga menjadi sangat subjektif.®

Menurut Bogdan dan Taylor di dalam
buku karya Moleong mendefinisikan bahwa metodeologi penelitian
kualitatif adalah sebagai prosedur penilitian yang menghasilkan data
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan
perilaku yang dapat diamati.*®

Adapun alasan peneliti dalam menggunakan metode penelitian
kualitatif adalah karena data yang terkumpul berupa kata-kata, bukan
dalam bentuk angka-angka sehingga dalam penelitian ini tersusun dalam
bentuk kalimat yang terstruktur di dalam sebuah laporan penelitian.
Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

penelitian kepustakaan (Library Research).Penelitian jenis kepustakaan

adalah penelitian yang menggali informasi dari literatur-literatur dari

'8 Deddy mulyana, Metodologi Penelitian kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003),

143.

19 Lexi Moleong,Motodeologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 4.
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sumber pustaka yang ada. Beik berupa sumber data primer maupun
sumber data sekunder yang akan mendukung penelitian. Selain itu,
disamping menggali dari sumber data yang relevan, peneliti juga
menuangkan buah pikiran dan menganalisis penelitianini sendiri.*°

Kajian pustaka adalah telaah yang dilakukan untuk memecahkan
suatu masalah yang bertumpu pada suatu penelaah kritis dan mendalam
terhadap bahan-bahan yang berkaitan dengan kajian. Hal ini dapat
dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dari berbagai
sumber pustaka yang digunakan. Sehingga menjadi ide-ide kreatif dalam
menggali pemikiran sebagai bahan dasar pemecahan suatu masalah.

3. Sumber Data

Sumber data adalah bahan tambahan yang berasal dari sumber
tertulis dan dapat diperoleh dari sumber buku, majalah ilmiah,
arsip.Dokumen pribadi, dan dokumen resmi.**Di dalam penelitian ini,
peneliti menggunakan penelitian kepustakaan yang memperoleh dan
mengolah data secara tertulis dari berbagai macam bentuk dokumen yang
tersedia.

Di dalam pembagiaannya sumber data diklasifikasikan mejadi dua,
yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.Sumber data primer
adalah sumber data pokok yang didalamnya memuat informasi mengenai
tema yang diangkat dalam sebuah penelitian langsung.sedangkan sumber

data sekunder adalah sumber data yang ada keterkaitannta dengan

2 Moh. Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 93.
2! Meleong, Motodeologi, 159.
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penelitian. Atau ada relevansi kajian di dalamnya juga bisa disebut sebagai
sumber data pendukung.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti menggunakan sumber
data primer dari buku referensi, diantaranya :

a. Hukum Perdata

O

. Kompilasi Hukum Islam
c. Hukum anak dalam Islam
d. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia
Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian
ini adalah buku-buku relevan yang mendukung serta mempunyai
keterkaitan dengan isi kajian penelitian dengan menjadikan sebagai
sumebr pendukung bagi penelitian ini.
4. Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah
menggunakan metode documenter (dokumentasi).Menurut Schatzman dan
Strauss dalam buku Deddy Mulyana menyatakan bahwa peneliti menelaah
dokumen secara historis dalam sumber sekunder lainnya.Karena
kebanyakan situasi yang dikaji mempunyai sejarah dan dokumen-dokumen
yang sering menjelaskan aspek situasi tersebut??
Pengumpulan data dnegan menggunakan documenter adalah
dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa

otobiografi, catatan harian, berita Koran, majalah, artikel, brosur, bulletin,

%2 Deddy mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, Ilmu Komunikasi, dan Ilmu Sosial lainnya
(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), 195-196.
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dan lain sebagainya. Dengan demikian jelas bahwa metode yang
digunakan oleh peneliti untuk mencari data-data yang telah
didokumentasikan seperti Koran, majalah, artikel, dan lain-lainnya seperti
yang telah sisebutkan di atas sebagai pengumpulan data.

5. Analisis data

Analisis data merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam
rangka mempresentasikan obyek tentang realitas yang terdapat dalam sub
penelitian, yaitu metode yang digunakan secara sistematis untuk
mendeskripsikan segala hal yang berkaitan dengan pokok masalah.

Dalam menganalisis data dalam penelitian ini digunakan metode
deskriptif normatif yaitu metode yang dipakai untuk membantu dalam
menggambarkan keadaan atau sifat yang dijadikan obyek dalam penelitian
dengan dikaitkan norma, kaedah hukum yang berlaku atau sisi normatifnya
untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum.?

Selanjutnya dari data yang terkumpul diproses dan disusun dengan
memberikan penjelasan atas data kemudian dianalisa. Hubungannya
dengan peneltian ini metodeanalisis deskriptif normatif digunakan dalam
masalah gugatan pengingkaran tentang keabsahan anak dalam KUH
Perdata, tinjauan menurut hukum Islam.

Dengan demikian dalam kajian ini, analisis data dilakukan dengan
menggunakan penalaran deskriptif yang berfungsi untuk mendeskripsikan

tentang pengingkaran suami terhadap keabsahan anak menurut hukum

2 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayumedia
Publishing, 2006), 302.
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Islam dan KUH Perdata. Sedangkan penalaran komparatif yaitu: suatu
penyelidikan deskriptif yang berusaha untuk menganalisis data mengenai
hubungan sebab akibat tentang pengingkaran anak dengan cara
membandingkan konsep-konsep yang terdapat dalam KUH Perdata dan
Hukum Islam berdasarkan literatur-literatur yang telah penulis pelajari.
Metode ini penulis terapkan pada bab IV.

Validitas Data

Secara terminologi validitas data bisa dimaknai sebagai suatu
keesahan dan keabsahan.* Validitas data adalah keabsahan dalam suatu
proses penelitian. Dalam penelitian ini sebagian diuji dalam keabsahan
menggunakan triangulasi, yaitu pengecekan data dari berbagai sumber
dengan beberapa cara dan berbagai waktu yang ada.

Teknik triangulasi lebih mengutamakan efektifitas proses dan hasil
yang diinginkan. Oleh karena itu, triangulasi dapat dilakukan dengan
menguji proses dan hasil metode yang digunakan sudah berjalan dengan
baik.*Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber Kkarena jenis
penelitian yang digunkan adalah penelitian kualitatif.Langkah yang
dilakukan oleh peneliti adalah menganalisa data menurut Hukum Perdata
dan Kompilasl Hukum Islam dengan didukung oleh nformasi dari sumber-

sumber pustaka baik yang primer maupun sekunder.

2% A, Pius Partanto dan Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Popular (Surabaya: Arkola, 1994), 772.
% Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2010),

203.
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G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan.

Untuk mempermudah pemahaman isi dari penelitian ini, maka perlu adanya

gambaran sistematika pembahasan sesuai yang tercantum dalam buku

pedoman penulisan karya ilmiah, yaitu :

Bab |

Bab I1

Bab 111

Bab IV

Bab V

: bab ini meliputi pembahasan tentang latar belakang masalah, fokus
penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah,
metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

: bab ini meliputi penelitian terdahulu, yang mencantumkan
penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain.
Kemudian kajian teori yang berisikan pembahasan kajian tentang
asal usul anak dan pengingkaran suami terhadap anak

: bagian ini memaparkan tentang komparasi hukum islam dan KIH
perdata tentang keabsahan anak

:bab ini meliputi memaparkan tentang implikasi hukum
pengingkaran keabsahan anak komparasi hukum islam dan kitab
undang-undang hukum perdata

. adalah bagian yang paling akhir yang meliputi kesimpulan dan
saran, yang memuat tentang kesimpulan dari masalah yang telah
diteliti dan saran yang berkaitan dengan penelitian yang ditujukan

kepada pihak yang terlibat dalam penelitian ini.



BAB I1
KAJIAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Atin Ratna Sari, mahasiswa Fakultas
Syariah TAIN Walisongo Semarang yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam
tentang status anak yang lahir setelah perceraian sebab li’an (Analisis
terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 42 tentang Status Anak
Sah)”. Penelitian ini berfokus pada bagaimana tinjauan hukum Islam tentang
status anak yang dilahirkan setelah perceraian sebab /i’an dan bagaimana
status anak yang lahir setelah perceraian sebab /i’an dalam Undang-Undang
No. 1 Tahun. 1974. Adapun hasil penelitian ini bahwa ketentuan yang
terdapat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 42 tidak sejalan
dengan pengertian anak sah yang terdapat dalam hukum Islam. Karena dalam
hukum Islam terdapat pengecualian yaitu walaupun dalam perkawinan yang
sah tetapi apabila ayahnya melakukan pengingkaran terhadap anak yang
dikandung oleh istri dan apabila setelah perceraian terjadi, maka anak yang
lahir tersebut hanya akan mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan
kedudukannya jelas menjadi anak yang tidak sah.

Perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu peneliti
berfokus pada KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PERDATA TERHADAP PENGINGKARAN

KEABSAHAN ANAK, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Atin Ratna

% Atin Ratna Sari dengan Nim (122111048) Mahasiswa Fakultas Syari’ah Dan Hukum
Universitas Negri Walisongo Semarang, (Diakses 08 Juni 2017, 16:23:39 pdf).
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Sari hanya berfokus pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 42
tentang Status Anak Sah.

Nur Halimah mahasiswa fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga
Jogjakarta yang berjudul status anak zina (study komparasi hukum islam dan
UU No. 1 tahun 1974). Penelitian ini berfokus pada bagaimana status anak
zina dengan komparasi hukum islam dan UU no. 1 tahun 1974. Adapun
kesimpulan skripsi ini tentang anak zina dan implikasi hukumnya menurut
KHI dan UU no. 1 tahun 1974 bahwa menurut hukum islam anak yang
dilahirkan dari wanita hamil diluar nikah anak tersebut berstatus anak zina
dan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja.?’

Perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu peneliti
berfokus pada KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PERDATA TERHADAP PENGINGKARAN
KEABSAHAN ANAK, sedangkan penelitian yang dilakukan Nur Halimah
berfokus pada status anak zina menurut UU No. 1 tahun 1974.

B. Kajian Teori
1. Tinjauan Umum Tentang Asal usul anak
a. Pengertian Anak
Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian
yangsangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga menurut

hukum Islam. Sebagai amanah Allah, maka orang tuanya mempunyai

#" Nur Halimah Nim (08360019) Mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta,
(Diakses 08 Juni 2017, 16:23:39 pdf)
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tanggung jawab untukmengasuh, mendidik dan  memenuhi
keperluannya.

Anak adalah keturunan kedua atau orang yang lahir dari rahim
seorang ibu, baik laki-laki maupun perempuan.®®

Menurut pandangan Islam anak yaitu:

9;}

-\.&yg_,o;l.,a.”g&‘.&-‘b L::U‘ }f};” Q)::.]b JLQ.I‘
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2y T a8 Qs ak;

Artinya : “harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi
amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik
pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi
harapan”. 29

Pengertian anak menurut istilah hukum Islam adalah keturunan
kedua yang masih kecil.*® Sifat kecil kalau dihubungkan dengan
perwalian hak milik dan larangan bertindak sendiri, sebenarnya ada dua
tingkatan yaitu:

1) Kecil dan belum mumayyiz dalam hal ini anak itu sama sekali tidak

memiliki kemampuan untuk bertindak. Jadi, tidak sah kalau
misalnya ia membeli apa-apa atau memberikan apa-apa kepada

orang lain. Katakatanya sama sekali tidak dapat dijadikan sebagai

pegangan, jadi segala-galanya berada di tangan wali.

%8 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru VVan Hoeven, 1997),

112

2 Al-Qur’an, 18:46
% Dahlan, Ensiklopedi, 112.
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2) Kecil tapi sudah mumayyiz, dalam hal ini si kecil ini kurang

kemampuannya untuk bertindak, namun sudah punya kemampuan,
oleh sebab itu kata-katanya sudah dapat dijadikan pegangan dan
sudah sah kalau ia membeli atau menjual atau memberikan apa-apa

kepada orang lain**

b. Kewajiban Orang Tua Dan Hak-Hak Anak

1) Kewajiban orangtua

Suatu rumah tangga yang aman dan damai, segala sesuatu
yang menyangkut kesejahteraan anak adalah di bawah pengamatan
kedua orang tuanya suami isteri bahu-membahu dan bekerja sama
memenuhi hidup semua keperluan anak-anaknya, anakpun merasa
tenteram dalam pertumbuhan jasmaniah dan rokhaniyahnya. Semua
orang sangat mengidam-idamkan hal yang demikian, rumah
tangganya adalah istana baginya selama hayat dikandung badan.

Kewajiban bapak dalam memberi nafkah terhadap anak
terbatas kepada kemampuannya. Sebagaimana digariskan dalam

Al-Qur’an yang menyatakan:

P
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31 Zakaria AhmadAl- Barry, Hukum Anak-Anak Dalam Islam (Jakarta: PT BulanBintang, 2004),

49,
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Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut
kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya
hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan
Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada
seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan
kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan
sesudah kesempitan”.*?

Seorang ibu wajib menyusui anaknya, kalau memang dia
ditentukan untuk itu, maksudnya tidak ada wanita lain yang akan
mengambil alih tugas itu dari padanya atau bayi itu tidak mau
menyusu kecuali kepada ibunya saja. Adapun bunyi ayat yang

memerintahkan penyusuan adalah sebagai berikut:
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Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama
dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin
menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah
memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan
cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut
kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita
kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena

%2 Al-Qur’an, 65:7



23

anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila
keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan
kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak
ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu
disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu
apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang
patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah

bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.®

2) Hak-Hak Anak

Pada dasarnya, seorang anak berhak mendapatkan
pemeliharaan, perawatan dan pendidikan dari orang tuannya.
Dalam hukum Islam, anak-anak dikatakan dibawah umur, kalau
mereka belum mencapai umur 15 tahun atau belum mencapai
pebertas atau mengalami menstruasi bagi anak perempuan.

Dalam undang-undang no 23 tahun 2002 tentang
perlindungan anak pada BAB Ill tentang hak dan kewajiban anak
pasal 7 ayat 1 menyatakan “setiap anak berhak untuk mengetahui
orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orangtuanya sendiri”.34

Perawatan dan pemeliharaan terhadap seorang anak
diwajibkan kepada ibu, sedangkan hak pendidikan terhadap
seorang anak diwajibkan kepada kedua orang tua. Hak dan
kewajiban ini diberatkan kepada masing-masing orang tua, baik

selama perkawinan ataupun jikalau perkawinan telah diputuskan.

% bid., 233.

% Sekretariat Negara RI, Undang-UndangNomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
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3) Keabsahan Anak

Keabsahan anak adalah kalimat yang menunjuk pada dua
kemungkinan status anak yang dilahirkan, yaitu anak sah dan anak
tidak sah. Rumusan (penetapan) keabsahan anak yang menjadi
obyek kajian adalah pasal 99 dan 100 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 99 KHI, anak yang sah adalah :
a) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
b) Hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan

dilahirkan isteri tersebut.

Pasal 100 KHI, anak yang lahir di luar perkawinan hanya
mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Berdasarkan pasal KHI di atas, maka yang dimaksudkan
anak sah dalam obyek penelitian ini adalah pasal 99 huruf a,
sedangkan anak tidak sah adalah anak yang lahir tidak dalam
perkawinan yang sah. Analisis metodologik adalah kajian yang
akan menerangkan tentang legitimasi (pembenaran) rumusan
keabsahan anak dalam pasal 99 huruf a dan pasal 100 KHI menurut
metode penetapan hukum Islam (Ushul Fikih).*

Adapun perkawinan yang mengakibatkan sahnya hubungan
antara orang tua dengan anak, hal itu harus melengkapi 4 (empat)

syarat, yaitu :*°

% Jasmani, Pembenaran Teoritis tentang Keabsahan Anak Analisis Metodologik Pasal 99 dan 100
Kompilasi Hukum Islam, (Watampone: Lugman Al-Hakim Press, 2013), 5.
% Al- Barry, Hukum, 16-20.



a)

b)

25

Hamilnya isteri dan suaminya itu merupakan suatu hal yang
mungkin, misalnya suami sudah dewasa atau hampir dewasa,
sebaliknya kalau suami masih kecil dan tidak masuk akal
bahwa ia sudah dapat menyebabkan isterinya hamil, maka
anak yang lahir itu nantinya tidak diakui adanya hubungan
keturunannya dengan suami ibunya, yaitu laki-laki yang masih
kecil tersebut. demikian juga kalau misalnya memang suami
sudah dewasa tetapi tidak pernah ketemu (berkumpul) dengan
isterinya sama sekali.

Bahwa sang isteri melahirkan anak sedikitnya setelah berlalu 6
(enam) bulan dari tanggal dilangsungkannya agad nikah.
Karena masa 6 (enam) bulan itu adalah masa hamil yang
paling sedikit menurut hukum Islam, dengan disepakati oleh
para imam madzhab. Pendapat mereka ini diistimbathkan pada
firman Allah SWT:

Aasy g o G AT AR S35, GanyT 25

WU LRI

Artinya: “Dan Kami memerintahkan kepada manusia itu
supaya ia berbuat baik kepada kedua orang tua (ibu-
bapaknya). Ibunya menghamilkan dia dengan
bersusah payah dan melahirkannya dengan bersusah
payah, dan menghamilkan serta memeliharanya
sampai di sapih selama tiga puluh bulan”.*’

% Al-Qur’an, 31:14
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Isterinya melahirkan anaknya dalam masa yang kurang dari 2
(dua) tahun terhitung dari tanggal perpisahannya dengan
suaminya, karena masa hamil yang paling lama adalah 2 (dua)
tahun menurut madzhab Hanafi, yang diperoleh dari kata-kata
Sayidah ‘Aisyah ra:
A g d ma i G Je pdip il Sl
(i) 9 k3 ) ey
Artinya: “Masa hamilnya wanita tidaklah lebih dari dua tahun
Kira-kira sama dengan masa berubahnya bayang-
bayang dari tiang alat pemintal benang”. (H.R. Daru
Quthni dan Baihaqi)
Bahwa suami tidak mengingkari hubungan keturunan anak itu
dengan dia. Sebaliknya kalau suami mengingkari hubungan
itu, maka harus diadakan sumpah li’an menurut hukum Islam

yang ditetapkan dalam ayat al-Qur'an:
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Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh isterinya berzina

tetapi mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain
dirinya, maka persaksian orang itu ialah bersumpah
4 (empat) kali dengan menyebut nama Allah. Bahwa
sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar
dalam tuduhannya itu. Dan sumpah yang kelima
bahwa laknat Allah akan ditimpakan kepada dirinya,
jika ia termasuk orang-orang yang berdusta. Dan
isterinya itu dapat dihindarkan dari hukuman dengan
bersumpah 4 (empat) kali dengan menyebut nama
Allah bahwa suaminya termasuk orangorang dusta
dan sumpah yang kelima kemarahan Allah akan
ditimpakan atas dirinya jika suaminya termasuk
orang-orang yang benar”.*

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 99, anak yang sah

a) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
b) Hasil perbuatan suami istri yang sah diluar Rahim dan
dilahirkan oleh istri tersebut.*

Apabila timbul suatu keragu-raguan dalam memastikan
seorang adalah betul-betul anak dari seorang laki-laki tersebut,
maka menjadi persoalan hukum, lalu apakah tidak mungkin
diadakan penyelidikan yang tepat dan seksama tentang keturunan
seorang anak dari bapaknya, karena asal usul seorang anak
merupakan dasar untuk menunjukkan hubungan kemahraman

(nasab) dengan ayahnya.

% |bid., 6-9.

% Sekretariat Negara RI, Inpres No. 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
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Untuk membuktikan sah atau tidaknya seorang anak itu

diperlukan dua macam akta, yaitu:

a)

b)

Akta perkawinan orang tua yang membuktikan dengan siapa
ibu itu menikah.

Akta kelahiran yang membuktikan dari mana anak itu
dilahirkan dan kapan anak itu dilahirkan.*

Adapun isi pokok dari akta kelahiran atau surat lahir yang

dikeluarkan oleh kantor catatan sipil, demikian sebagai bukti

adanya kelahiran seorang anak yang menyangkut hal-hal sebagai

berikut:

a) Nomor akta.

b) Tempat, Tanggal, bulan dan tahun anak tersebut dilahirkan

c) Nama anak yang bersangkutan

d) Jenis kelamin

e) Nama kedua orang tuanya (dapat dibuktikan dengan salinan
akta nikah)

f) Kota atau tempat dan tanggal dikeluarkannya akta kelahira

g) Nama dan tanda tangan pejabat kantor catatan sipil yang

ditunjuk untuk itu atau dalam bentuk bentuk surat kenal lahir

adalah lurah atau kepala desa.

0 Ahmad Rofig, Hukum Islam di Indonesia(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 220.
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Dari akta kelahiran tersebut pihak yang bersangkutan
diberikan kutipannya. Demikian juga dalam bentuk surat kenal
lahir atau surat kelahiran dari lurah atau kepala desa dimana dan
kapan dilahirkannya anak tersebut.

Manfaat lain dari adanya akta kelahiran atau yang sejenis,
hal ini merupakan identitas resmi yang akan sering digunakan
misalnya untuk keperluan sekolah, pengurusan passport, dan lain-
lain. Jadi, secara internal akta kelahiran merupakan identitas asal-
usul seorang anak, secara eksternal merupakan idetitas diri dari
yang bersangkutan.*!

2. Tinjauan Umum Tentang Pengingkaran Suami Terhadap Anak

Pengertian anak menunjukkan adanya bapak dan ibu dari anak itu
dalam arti bahwa, hasil perbuatan bersetubuh dari seorang laki-laki dan
seorang perempuan sehingga lahirlah dari tubuh perempuan seorang
makhluk yang dapat mengatakan bahwa seorang laki-laki tadi adalah
bapaknya dan seorang perempuan adalah ibunya sedangkan ia adalah anak
dari dua orang tersebut.*? Setiap anak yang lahir sudah pasti mempunyai
ayah dan ibu yang menjadi salah satu penyebab kelahirannya, kendatipun
hakikatnya adalah kehendak Allah SWT semata. Seyogyanya, menurut

hukum adat dan hukum Islam maupun hukum perdata bahwa seorang

“! bid., 218.
*2 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, 72
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perempuan yang mengandung sedang ia dalam keadaan bersuami maka
anak tersebut adalah anak dari suami itu juga. Perhubungan anak dengan
bapak merupakan suatu perhubungan yang sah dan logis menurut
kenyataan dan hukum.

Hakikat dalam hukum Islam bahwa ada kemungkinan seorang anak
yang hanya mempunyai ibu dan tidak mempunyai bapak, hal ini banyak
terjadi antara orang-orang Islam di Indonesia.*®

Kendatipun demikian dalam kenyataan ada dan terjadi bahwa anak
yang dikandung/yang dilahirkan seorang perempuan mendapat perlawanan
dari suami perempuan yang melahirkan anak, dengan dilakukannya
penyangkalan atau penolakan status anak oleh suami tersebut. Suami dapat
mengingkari keabsahan seorang anak jika ia dapat membuktikan adanya
fakta-fakta yang mengarah pada ketidak absahan anak tersebut.
Mengingkari keabsahan seorang anak hanya hak seorang suami, istri tidak
mempunyai hak untuk mengingkari keabsahan seorang anak.

Sebelum mengingkari keabsahan seorang anak Kita harus
mengetahui bagaimana status anak dalam hukum Islam.

a. Status Anak Menurut Hukum Islam
Status anak menurut hukum Islam maupun hukum positif

Indonesia dibagi dua yaitu anak sah dan anak tidak sah

3 bid, 72
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1) Anak sah

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, anak adalah
keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan
wanita. Dari segi lain, kata “anak™ dipakai secara umum baik untuk
manusia maupun binatang bahkan juga untuk tumbuh-tumbuhan.**
Dalam Pasal 42 undang-undang No.1 tahun 1974 tentang
Perkawinan dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam disebutkan
bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau
akibat perkawinan yang sah. Dari kedua Pasal ini, ada dua patokan
yaitu anak itu dilahirkan dalam perkawinan yang sah atau
dilahirkan akibat perkawinan yang sah. Patokan yang pertama
memungkinkan keadaan istri sebelum menikah telah hamil dan
kemudian anak yang dikandungnya lahir setelah perempuan tadi
menikah dengan seorang pria, entah pria itu yang menghamilinya
atau bukan. Dalam keadaan ini, anak yang dilahirkan tetap
dianggap sebagai anak yang sah karena dia lahir dalam perkawinan
yang sah. Sedangkan menurut patokan yang kedua anak yang
dilahirkan harus akibat dari perkawinan yang sah, anak itu lahir
akibat hubungan badan suami istri yang telah terikat dalam

perkawinan yang sah.

* Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke Tiga, 38
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Kemudian dalam Pasal 250 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang
dilahirkan atau ditumbuhkan selama perkawinan. Jadi, anak yang
dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah mempunyai
status sebagai anak kandung dengan hak-hak keperdataan melekat
padanya serta berhak untuk memakai nama marga di belakang
namanya untuk menunjukkan keturunan dan asalusulnya.*> Dalam
pandangan hukum Islam, ada empat syarat supaya nasab anak itu
dianggap sah, yaitu: 1) Kehamilan bagi seorang istri bukan hal
yang mustahil, artinya normal dan wajar untuk hamil. Imam Hanafi
tidak mensyaratkan seperti ini, menurut beliau meskipun suami
istri tidak melakukan hubungan badan apabila anak lahir dari
seorang perempuan yang dikawini secara sah, maka anak tersebut
adalah anak sah,*® 2) tenggang waktu kelahiran dengan
pelaksanaan perkawinan minimal enam bulan sejak perkawinan
dilaksanakan. Tentang ini terjadi ijma’ para fugaha’ sebagai masa
terpendek dari suatu kehamilan, 3) anak yang lahir terjadi dalam
waktu kurang dari masa minimal kehamilan, 4) suami tidak

mengingkari anak tersebut melalui lembaga li’an.

5 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, 78

8 Ibid, 79
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Anak yang sah mempunyai kedudukan tertentu terhadap
keluarganya, dan mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh
undang-undang. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pada
dasarnya anak sah menurut hukum Islam dan hukum positif
Indonesia adalah sama yaitu anak yang dilahirkan sebagai akibat
dari perkawinan yang sah atau dalam perkawinan yang sah.

2) Anak tidak sah

Anak tidak sah adalah anak yang tidak dilahirkan di dalam
atau sebagai akibat perkawinan yang sah, demikian dapat
ditafsirkan secara a contrario dari Pasal 42 Undang-undang No. 1
tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 99 KHI serta Pasal 250
KUH Perdata. Orang juga menyebut anak tidak sah sebagai anak
luar perkawinan.*’

Dalam praktek hukum perdata pengertian anak tidak sah
(anak luar kawin) ada tiga macam yaitu: 1) Apabila seorang suami
atau istri yang masih terikat dengan perkawinan, kemudian mereka
melakukan hubungan badan dengan wanita atau pria lain yang
mengakibatkan hamil dan melahirkan anak, maka anak tersebut
dinamakan anak zina, 2) apabila perempuan dan pria yang sama-

sama masih bujang kemudian melakukan hubungan badan tanpa

*7 Juswito Satrio, Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang, 5
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terikat perkawinan maka anak yang dilahirkan disebut sebagai anak
luar kawin, 3) anak sumbang yaitu anak yang dilahirkan dari
hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang
antara keduanya ada larangan untuk saling menikahi. Perbedaan
antara anak zina, anak sumbang dan anak luar kawin terletak pada
saat anak itu dibenihkan.*®

Anak tidak sah juga mempunyai hak-hak layaknya haknya
anak sah. Hal ini telah diatur dalam Pasal 1 ayat (12) Undang-
undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang
menyatakan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia
yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua,

keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.*’

b. Pembuktian Keturunan

Upaya membuktikan keturunan apakah keturunan itu sah atau
tidak sah, para fugaha® menetapkan ada tiga dasar yang dapat
digunakan untuk menentukan apakah anak itu sah atau tidak yaitu

dengan:*

*8 Juswito Satrio, Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang, 104
*pasal 1 ayat (3) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Fitrian Noor Hata, Hakim Pengadilan AgamaBanjarmasin “Status Hukum Dan Hak Anak
Hasil Dari Perkawinan Wanita Hamil (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif di
Indonesia)”, www.badilag.net
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1) Tempat Tidur Yang Sah (Al-Firasyus sahih)

Yang dimaksud dengan tempat tidur yang sah adalah
adanya tali perkawinan yang sah antara ayah dan ibu si anak
semenjak mulai mengandung. Maka apabila bayi yang dalam
kandungan itu lahir, keturunannya dihubungkan kepada kedua
orang tuanya, tidak diperlukan lagi adanya pengakuan dari pihak si
ayah dan bukti-bukti lain untuk menetapkan keturunannya.

Dengan adanya tempat tidur yang sah ini sudah cukup
sebagai alasan untuk menetapkan bahwa anak yang ada adalah
anak yang sah. Tempat tidur yang sah baru dapat dijadikan dasar
untuk menetapkan keturunan anak yang sah apabila telah
memenuhi tiga syarat berikut ini, yaitu: Suami telah mencapai usia
baligh atau sekurang-kurangnya mendekati usia baligh, tenggang
kandungan terpendek adalah 6 (enam) bulan sejak akad nikah
dilangsungkan, serta suami tidak menyangkal sahnya anak yang
dilahirkan oleh isterinya tersebut.

2) Pengakuan
Pengakuan atau igrar menurut bahasa ialah menetapkan dan

mengakui suatu hak dengan tidak mengingkari.>* Sedangkan

51 Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif, h. 93
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menurut istilah adalah mengabarkan suatu hak kepada orang lain.*

Seorang anak yang sah dapat ditetapkan melalui pengakuan dengan

syarat:

a) Orang yang diakui itu tidak diketahui keturunannya,

b) Adanya kemungkinan orang yang diakui itu sebagai anak bagi
orang yang mengakuinya,

c) Pengakuan itu dibenarkan oleh anak yang diakuinya.

Apabila syarat-syarat itu telah dipenuhi maka anak yang
diakui itu sebagai anak sah dari yang mengakuinya. Hal ini senada
dengan pendapat Juynboll yang mengatakan bahwa dalam hukum
Islam pembuktian keturunan seorang anak dapat dibuktikan dengan
ikrar/pengakuan. Selain itu, menurut beliau dapat dibuktikan pula
dengan kesaksian orang-orang atau alat bukti lain.>* Sedangkan
syarat orang memberi pengakuan hendaklah dalam keadaan
berakal, baligh, tidak dipaksa dan bukan orang yang berada dalam
pengampuan.® Dasar hukum pengakuan terdapat dalam firman

Allah Qur’an surat an-Nisa’ ayat 135 yaitu:56

52ibid., 93

53 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, 79

ibid., 79

5 Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif, 95.
5 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 131
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Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang
yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah
biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum
kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu
kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu
karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar
balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka
Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang
kamu kerjakan.

Dari ayat di atas, diketahui bahwa orang menjadi saksi atas
dirinya sendiri ditafsirkan sebagai pengakuan.®’

Sedangkan pengakuan dalam hukum positif Indonesia
merupakan alat bukti yang sempurna. Hal ini diatur dalam Pasal
164 HIR/284 RBg/1866 KUH perdata mengenai alat bukti yaitu:
Surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Selain itu, alat
bukti pengakuan juga diatur dalam Pasal 174 dan 176 HIR.

3) Saksi
Saksi dalam hukum acara perdata Islam dikenal dengan

syahadah yaitu ucapan seseorang yang diperoleh dari penyaksian

57 Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif, 94.
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langsung atau pengetahuan yang diperoleh dari orang lain.*®
Memberikan kesaksian hukum asalnya adalah fardu kifayah jika
dua orang telah memberikan kesaksian maka semua orang telah
gugur kewajibannya. Dan jika semua orang menolak tidak ada
yang mau menjadi saksi maka berdosa semuanya. Hal ini

termaktub dalam al-Qur’an surat al-Bagarah ayat 282 yaitu:
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Artinya:...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-
orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka
(boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi
yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang
mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi
keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu
menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu
membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih
menguatkan  persaksian dan lebih dekat kepada tidak
(menimbulkan) keraguanmui. ...

Dari ayat di atas, anak yang sah dapat juga ditentukan
dengan adanya bukti yang konkret seperti adanya dua orang saksi
laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang wanita. Apabila

seseorang mengakui bahwa seseorang yang lain adalah anaknya

%8 1bid, 100
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yang sah sedang orang yang diakui itu menolak, maka yang
mengakui dapat mengemukakan dua orang saksi sebagai bukti dan
hakim memutuskan bahwa orang yang diakui itu adalah anak yang
sah.

Sedangkan dalam hukum positif Indonesia upaya
pembuktian keturunan adalah dengan adanya akta kelahiran (Pasal
261 KUH Perdata). Dalam hal tidak ada akta kelahiran maka suatu
perlakuan nyata dari orang tua yang sama seperti yang biasa
dilakukan terhadap seorang anak sah dapat dijadikan sebagai bukti
(Pasal 261 (2) KUH Perdata). Selain itu akte perkawinan orang tua
(Pasal 100 KUH Perdata), akta kelahiran yang disertai perlakuan
nyata sebagai anak yang sah dari kedua orang tua atau pasangan
suami istri (Pasal 263 KUH Perdata).

Dalam hal tidak ada akta kelahiran dan perlakuan nyata
yang menandakan kedudukan sebagai anak sah maka Pasal 264
ayat (2) KUH Perdata menjelaskan bahwa pembuktian keturunan
dapat dibuktikan dengan saksi-saksi atau bukti permulaan dengan
tulisan atau ada dugaan dan atau petunjuk yang tidak meragukan

lagi.
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Penetapan Asal-Usul Anak

Penetapan asal-usul anak ini dalam hukum perdata Islam
dikenal dengan istilah “isbatun nasab”. Dalam hukum perdata Islam
terdapat ketentuan tentang penetapan asal-usul anak, yang disebut
dengan “gawaid isbatun nasab”. Hukum perdata Islam sangat menaruh
perhatian dalam memelihara asal-usul seorang (anak) dari kehilangan
nasab, kebohongan dan kepalsuan, dan menetapkan bahwa setiap anak
berhak mendapat penetapan asal-usul dari pihak yang berwenang
untuk menghindarkan dirinya dari tuduhan sebagai orang yang tidak
punya bapak. Penetapan asal-usul anak juga hak bagi ibu untuk
menolak tuduhan orang bahwa ia melahirkan anak dari hubungan zina,
dan juga hak bagi si ayah untuk menjaga jangan sampai nasabnya
(anak keturunannya) diakui orang lain, atau anaknya tidak mengakui
orang tua. Sehingga dalam literatur hukum perdata Islam bahwa materi
penetapan asal-usul anak digolongkan ke dalam tata hukum publik.

Penetapan asal-usul seorang anak diatur dalam Pasal 103 KHI
yang menyatakan:
1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte

kelahiran alat bukti lainnya.

2) Bila akte kelahiran atau alat bukti lainnya tidak ada, maka

Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan asal-usul
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seorang anak setelah diadakan pemeriksaan secara teliti
berdasarkan bukti-bukti yang sah.

3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka
instansi Pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hokum
Pengadilan Agama tersebut mengeluatkan akta kelahiran bagi anak
yang bersangkutan.*®

Menurut Abdul Manan, dalam hukum perdata yang berlaku di

Indonesia, penetapan asal-usul anak dapat dilakukan dengan

pengakuan secara sukarela dan pengakuan yang dipaksakan.®

Pengakuan anak secara sukarela adalah pernyataan sebagaimana yang

ditentukan dalam hukum perdata bahwa seorang ayah dan ibu mau

mengakui seorang anak yang lahir dari seorang ibunya itu betul anak
dari hasil hubungan badan mereka dan hubungan itu tidak terikat
dalam ikatan perkawinan yang sah serta bukan hubungan zina dan
sumbang. Sedangkan pengakuan yang dipaksakan adalah pengakuan
yang terjadi karena putusan hakim dalam suatu gugatan asal-usul
seorang anak. Anak yang lahir dari perbuatan zina dan sumbang tidak

diperkenankan untuk diakui oleh orang yang berbuat zina, kecuali ada

% Bahder Johan Nasution & Sri Warjiyati, Hukum Perdata Islam, 47
% Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, 99
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dispensasi dari presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 283 jo. 273
KUH perdata.®

Dalam Pasal 281 KUH perdata disebutkan ada tiga cara untuk
mengakui anak luar kawin yaitu dengan akta kelahiran, akta
perkawinan, dan akta autentik.
Pengingkaran Anak

Pengingkaran yang berasal dari kata dasar “ingkar” mempunyai
arti menyangkal, tidak mengakui. Sedangkan pengingkaran adalah
suatu perbuatan tidak mengakui, tidak membenarkan, menyangkal,
memungkiri suatu keadaan atau suatu hal.®’ Dan anak adalah
keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita.®®
Maka yang dimaksud dengan pengingkaran anak adalah suatu
perbuatan seseorang yang tidak mau mengakui anak yang telah
dilahirkan. Hak Pengingkaran anak ini hanya diberikan kepada suami
oleh undang-undang.

Hak suami untuk mengingkari keabsahan seorang anak diatur
dalam Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang No.l1 tahun 1974 tentang

Perkawinan yang menyatakan bahwa:

% Ibid, 99 - 100
62 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,, Edisi ketiga, 433

% ibid., 38
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1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan
oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah
berzina dan anak itu adalah akibat dari perzinahan tersebut.

2) Pengadilan memberi keputusan tentang sah/tidaknya anak atas
permintaan pihak yang berlepentingan.

Sedangkan menurut BW pengingkaran anak dapat dilakukan
apabila;®*

1) Anak dilahirkan sebelum usia perkawinan suami istri tersebut
belum genap 180 hari. Namun pengingkaran ini tidak dapat
dilakukan dalam hal:

a) Suami sudah mengetahui akan kehamilan si istri sebelum
perkawinan (Pasal 251 (1) BW). \

b) Suami telah hadir tatkala akte kelahiran dibuat dan akta itu pun
telah ditandatanganinya atau memuat pernyataan darinya,
bahwa ia tidak dapat menandatanganinya (Pasal 251 (2) BW) .

c) Anak tidak hidup ketika dilahirkan (Pasal 251 (3) BW).

2) Anak lahir 300 hari (10) bulan setelah putusan perceraian dari
pengadilan telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 254 BW).

3) Jika suami sejak 300 hari sampai 180 hari sebelum lahirnya anak

itu, baik karena perpisahan maupun sebagai akibat suatu kebetulan

% R.Soetoyo Prawirohamidjo dan Marthalina Pohan, Hukum Orang dan Keluarga, 180
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ia berada dalam ketidak mungkinan nyata untuk berhubungan
badan dengan istrinya (Pasal 252 BW).

4) lIstri berbuat overspel dan menyembunyikan kelahiran anak
tersebut terhadap suaminya (Pasal 253 BW).

Sedangkan dalam hukum Islam seorang suami dapat
mengingkari sahnya seorang anak yang dilahirkan istrinya asal suami
dapat membuktikannya, untuk menguatkan pengingkarannya suami
harus membuktikan bahwa:*

1) Suami belum pernah berhubungan badan dengan istrinya, akan
tetapi istri tiba-tiba melahirkan.

2) Lahirnya anak itu kurang dari enam bulan sejak terakhir kali
berhubungan badan, sedangkan bayinya lahir seperti bayi yang
normal dan cukup umur.

Suami yang menuduh istrinya berzina atau mengingkari anak
yang ada/telah lahir dari kandungan istri maka suami harus
mendatangkan empat orang saksi, dua orang saksi laki-laki dan dua
orang saksi perempuan, kemudian jika tidak sanggup maka suami
harus bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau
pengingkaran anak tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata

”Laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran

% Bahder Johan Nasution & Sri Warjiyati, Hukum Perdata Islam, h. 41



45

tersebut bohong”(Pasal 127 (a) KHI). Sebagaimana Firman Allah

SWT surat an-Nur ayat 6-7 yaitu:*®
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Artinya : 6 dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), Padahal
mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri,
Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama
Allah, Sesungguhnya Dia adalah Termasuk orang-orang yang benar. 7.
dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika Dia
Termasuk orang-orang yang berdusta.

Dan bagi istri yang menolak tuduhan bahwa ia berzina, dan
atau tuduhan mengingkari anaknya, maka dalam Pasal 127(b) istri
harus melakukan li’an terhadap suami. Hal ini termaktub dalam firman

Allah surat an-Nur ayat 8-9 yaitu:

Artinya : 8. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya
empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar
Termasuk orang-orang yang dusta. 9. dan (sumpah) yang kelima:
bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu Termasuk orang-orang
yang benar.

Sesuai dengan Pasal 126 KHI yang menyatakan bahwa

"sumpabh li’an terjadi jika istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran

66 Deprtemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, 489
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suami”. Namun bagi istri yang mengakui tuduhan suami bahwa istri

telah berzina atau tuduhan suami yang mengingkari anak yang

dikandung atau dilahirkan istrinya maka sumpah li’an tidak dapat
dilaksanakan.

Uraian di atas menunjukkan bahwa kesaksian seorang suami
dengan sumpah li’an menurut agama adalah dibolehkan dan li’annya
tersebut menggantikan kedudukan 4 orang saksi yang dapat
menguatkan tuduhan suami yaitu tidak mengakui kehamilan istrinya
sebagai hasil dari hubungan badannya.®’ Syarat-syarat bagi mereka
yang berli’an adalah: Dalam ikatan perkawinan, dewasa dan berakal
sehat, beragama Islam, dan diputuskan di depan pengadilan (hakim).®®

Cara pengingkaran anak diatur dalam Pasal 102 Kompilasi
Hukum Islam yaitu:

1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari
istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam
jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah
putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa
istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang
memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan

Agama.

67 Sayyid Sabiq, Figh Sunnah, Terj. Nor Hasanuddin, Jilid 3, 216

% bid, 216
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2) Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak
dapat diterima.®
Undang-undang No.l1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak
menjelaskan secara tegas kapan seorang bapak dapat mengingkari
anaknya. Sedang KUH Perdata memberi batas waktu sebagai berikut: ™
1) Jika suami bertempat tinggal di tempat kelahiran anak atau
sekitarnya tenggang waktunya adalah satu bulan.
2) Jika suami bepergian, tenggang waktunya adalah dua bulan setelah
suami kembali dari bepergian.
3) Jika kelahiran anak itu disembunyikan oleh istrinya tenggang

waktunya adalah dua bulan setelah tipu muslihatnya diketahui.

% pasal 102 Kompilasi Hukum Islam
"0 Soedaryo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga, 48
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KOMPARASI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KIH PERDATA

TENTANG KEABSAHAN ANAK

Sekilas Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Sumber pokok hukum perdata di Indonesia ialah kitab undang-
undang hukum perdata / sipil yang disingkat KUH Perdata /KUHS.
Sedangkan KUH Perdata / KUHS yang berlaku di Indonesia sekarang ini
merupakan turunan dari Burgerlijk Wetboek (BW), yaitu kitab undangundang
hukum perdata yang berlaku di negeri Belanda. Berlakunya KUH Perdata di
Indonesia ini berdasarkan azas konkordansi / azas keselarasan, yakni azas
persamaan, berlakunya hukum yang dasar hukumnya diatur dalam pasal 131
(2) IS yang berbunyi:

Untuk golongan bangsa Belanda untuk itu harus dianut (dicontoh)
undang-undang di negeri Belanda”. Burgerlijk Wetboek (BW) yang berlaku
di negeri Belanda tersebut sebagian besar adalah hukum perdata Perancis,
yaitu Code Napoleon sebagian besar Code Napoleon ini adalah Code Civil
yang dalam penyusunannya mengambil karangan-karangan pengarang bangsa
Perancis tentang hukum Romawi (Corpus Julius Civilis) yang pada waktu itu
dianggap sebagai hukum yang paling sempurna juga unsur-unsur hukum
Kanonik (hukum agama Katolik) dan hukum kebiasaan setempat. KUH
Perdata / KUHS berlaku di Indonesia berdasarkan Staatsblad No. 23 tahun
1847 dan mulai berlaku pada 1 mei 1848, sampai saat ini KUH Perdata ini

masih berlaku.

48
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Menurut pasal 2 aturan peralihan UUD 1945, segala badan negara dan
peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut
UUD 1945.

Selanjutnya dengan berlakunya undang-undang perkawinan No. 1
tahun 1974 maka hukum perkawinan yang diatur dalam buku I KUH Perdata
sejauh telah diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 tersebut tidak berlaku lagi.
Hal ini diatur dalam pasal 66 UU No.1 tahun 1974 yang berbunyi:

e Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan
perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya
undang-undang ini maka ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUH
Perdata (Burgerlijk Wetboek) Ordonansi perkawinan Indonesia Kristen
(Huwelijk Ordonantie Christen Indonesers S. 1933 No.74) peraturan
perkawinan campuran (Regeling Opde Gemengde Huwelijken S. 1898 No.
158) dan peraturanperaturan lain yang mengatur tentang perkawinan
sejauh telah diatur dalam undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.”
KUH Perdata (BW) hanya berlaku bagi orang-orang Eropa dan golongan
Tiong Hoa.

Namun demikian, golongan Tiong Hoa yang beragama Islam, maka
mereka tunduk kepada peraturan hukum Islam.Begitu juga sebaliknya bagi
golongan Tiong Hoa yang tidak beragama Islam, mereka harus tunduk pada

peraturan Hukum Perdata (BW).

™ Komariah, Hukum Perdata (Malang: UMM, 2002), 11-14.
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B. Analisis Proses Gugatan Pengingkaran Suami Terhadap Keabsahan
Anak yang Dilahirkan Istrinya

Anak kandung adalah anak turunan hasil percampuran antara suami
istri. Jika perkawinan suami dan istri itu sah, maka anak-anak turunan mereka
adalah anak kandung sah. Seorang anak yang dilahirkan oleh seorang istri
dalam ikatan perkawinan yang sah, kemudian suaminya mempunyai
keyakinan bahwa anak yang dilahirkan itu adalah hasil persetubuhan dengan
laki-laki lain pihak ketiga, maka suami dapat memilih salah satu dari dua
alternatif:

1. la diam saja, tidak menyatakan penyangkalan, maka anak yang dilahirkan
itu adalah anak sah dari suami istri tersebut.
2. la dapat memungkiri anak tersebut sebagai anaknya.

Seorang suami yang melakukan pengingkaran terhadap kelahiran
anak, maka menurut KUH Perdata dia harus mengajukan penuntutan-
penuntutan di muka hakim sebagai tergugat yang harus ditetapkan dengan
menyertai bukti-bukti tertulis untuk menetapkan kedudukan seorang anak,
kemudian melalui pemeriksaan dalam persidangan, seorang hakimlah yang
menetapkan tentang sah atau tidaknya seorang anak melalui bukti-bukti yang
telah diyakininya.

Proses penyelesaian perkara pengingkaran terhadap keabsahan anak
yang dilahirkan istrinya, yang diatur dalam KUH Perdata harus diajukan ke
pengadilan dan prosesnya memiliki persamaan dengan perkara-perkara yang

lain. Hanya saja, apabila dari pihak penggugat dan tergugat masih



o1

bersengketa, sedangkan hakim masih belum yakin dengan bukti-bukti yang

diajukan, maka hakimlah yang memberikan keputusan sesuai dengan

keyakinannya melalui bukti-bukti yang telah ada.

Selain KHUPerdata, orang Islam juga mempunyai pegangan tersendiri
ketika terjadi sengketa pengingkaran anak oleh suami terhadap istrinya yang
diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu acuan Pengadilan
Agama. Di dalam Kompilasi Hukum Islam, yang berkenaan dengan
pembuktian asal — usul anak, diatur dalam pasal 103 sebagai berikut :

1. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan aktakelahiran atau
bukti lainnya.

2. Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalamayat (1) tidak ada,
maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul
seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan
bukti-bukti yang sah.

3. Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2) maka Instansi
Pencatat Kelahiran yang ada dalam Daerah Hukum Pengadilan Agama
tersebut yang mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Dalam Hukum Islam seorang suami dapat menolak untuk mengakui
bahwa anak yang dilahirkan istrinya bukanlah anaknya, selama suami dapat
membuktikan bahwa :

1. Suami belum pernah menjima’ istrinya akan tetapi istri tiba —tiba

melahirkan.
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2. Lahirnya anak itu kurang dari enam bulan sejak menjima’ istrinya
sedangkan bayinya lahir seperti bayi yang cukup umur.

3. Bayi lahir sesudah lebih dari empat tahun dan si istri tidak dijima’
suaminya”.72

Hukum Islam menetapkan bahwa dalam penyelesaian sengketa
pengingkaran keabsahan anak oleh suami terhadap anak yang dilahirkan
istrinya biasanya berkaitan dengan Li’an sebagai bentuk proses hukum
lanjutan, perlu adanya pemeriksaan yang detail dan perlu adanya pembuktian
melalui saksi-saksi yang benar-benar menyaksikan ketika perbuatan tersebut
dilakukan. Pengingkaran suami terhadap kandungan dan kelahiran seorang
anak oleh istrinya., sama halnya dalam perkara perzinaan yang dalam hukum
Islam merupakan suatu tindak pidana yang dapat diancam dengan hukuman
had.

Jadi, hukum Islam tidak memandang hal pengingkaran terhadap
kelahiran seorang anak, hanya bisa dituntut atas pengaduan yang
bersangkutan sebagaimana yang telah diatur dalam KUH Perdata. Akan tetapi
suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh istrinya merupakan perbuatan dosa
besar yang harus ditindak tanpa menunggu pengaduan dari yang bersangkutan
yang dalam hukum Islam berlaku sumpah li’an yang secara detail
pembuktiannya berdasarkan hukum Al-Qur’an.

Menurut hemat penulis, penyelesaian perkara gugatan untuk

memastikan kedudukan sah tidaknya seorang anak baik yang diatur dalam

2 Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta
:Kencana, 2004), 284.
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KUH Perdata maupun hukum Islam, tetap diberlakukan.Demi untuk
mengetahui asal usul seorang anak. Namun, rasanya kurang etis orang yang
beragama Islam berpegang pada hukum barat untuk menyelesaikan perkara
tersebut, karena proses yang terdapat dalam KUH Perdata tidak mendetail
sebagaimana proses yang terdapat dalam peraturan hukum Islam. Hukum
Islam lebih mengutamakan moralitas dan kode etik. Sehingga proses
penyelesaian perkara tersebut perlu adanya penyelidikan dan pembuktian

yang seksama untuk mengetahui penisbahan seorang anak terhadap ayahnya.

Pandangan Hukum Islam Terhadap Gugatan Suami Dalam Hal
Mengingkari Keabsahan Anak

Anak Yang Dilahirkan Istrinya Menurut KUH Perdata. Bentuk
perkawinan itu telah memberikan jalan yang aman pada naluri seksual,
memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum perempuan agar tidak
disemena-menakan (dilecehkan). Hasrat untuk menyalurkan kebutuhan
biologis merupakan fitrah manusia, tetapi penyalurannya perlu diatur. Agama
Islam memiliki konstitusi sendiri dalam mengatur batas-batas yang boleh
dilakukan agar tidak terjadi penyelewengan hukum, yaitu melalui perkawinan
yang sah dengan tujuan-tujuan tertentu.

Tujuan-tujuan tertentu adalah sebagai berikut:
1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi hajat tabiat

kemanusiaan.

2. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
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3. Memperoleh keturunan yang sah.”

Oleh karena itu hukum Islam tetap berpegang pada tenggang masa
mengandung antara 6 bulan untuk membuktikan sah atau tidaknya seorang
anak yang dilahirkan istrinya selama dalam ikatan perkawinan. Li’an dalam
hukum Islam digunakan sebagai suatu bentuk proses penyelesaian perkara,
yang dapat dilakukan dalam dua hal:

1. Suami yang menuduh istrinya berzina dengan yakin akan tetapi tidak ada
saksi empat orang yang dapat membenarkan tuduhannya itu.

2. Suami tidak mengakui anak yang masih dalam kandungan atau yang
dilahirkan istrinya itu.”*

Penyelesaian perkara apabila perkaranya itu dalam bentuk yang
pertama, maka lebih baik suami menjatuhkan talaq saja kepada istrinya dari
pada melakukan li’an untuk menjatuhkan talaq, agar tidak tercemar nama
baik istri dari keluarganya, karena barang siapa yang menutup aib saudaranya
termasuk sikap yang terpuji. Akan tetapi kalau masalahnya sudah sampai
pada tingkat pengingkaran anak atau penyangkalan bayi yang masih dalam
kandungan, yaitu suami benar-benar yakin bahwa bayi itu tidak ada hubungan
nasab dengannya, maka dengan keadaan demikian suami haruslah
menyangkalnya dengan li’an.

Karena hukum Islam memandang bahwa memperhatikan nasab

(keturunan) yang bukan berasal dari padanya adalah haram, sebagaimana

® Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam(Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 89.
" peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 359.
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haram pula menyangkal terhadap bayi yang berasal dari sulbi (diri) suami itu
sendiri.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan mengenai
kebolehan suami melakukan Li’an untuk memperkuat pengingkarannya
terhadap anak yang dilahirkan oleh istrinya. Hal ini sebagaimana bunyi pasal
101 KHI sebagai berikut:

Pasal 101:

“Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang istri tidak

menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li’an”.”

Menurut Pasal 125 Kompilasi Hukum Islam, Li’an menyebabkan
putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya. Li’an terjadi
karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam
kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istrinya menolak
tuduhan dan atau pengingkaran tersebut (Pasal 126 Kompilasi Hukum Islam)

Dalam Hukum Islam terdapat beberapa tata cara melakukan
li’an,menurut Abu Malik Kamal bin Sayyid Fighus Sunnah Lin Nisa bahwa
tatacara pelaksanaan /i 'an sebagai berikut:

1. Sebelum melakukan sumpah, Hakim diperintahkan untuk selalu
mengingatkan untuk kedua pasangan bertobat.

2. Ketika kedua pasangan sudah teguh dengan pendiriannya, maka Hakim
memulai proses sumpah /i’an dan memulai sumpah dari pihak suami,

kemudian Hakim menyuruh berdiri dan berkata “ katakanlah empat kali,’

"> Sekretariat Negara RI, Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
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aku bersaksi dengan nama Allah, bahwa sesunggguhnya aku termasuk
orang-orang yang benar atas tuduhankku kepada istriku bahwa dirinya
telah melakukan perbuatan zina,” suami membalas, “Aku bersaksi dengan
nama Allah, bahwa sesungguhnya aku termasuk orang-orang benar (empat
kali)”.

. Selanjutnya Hakim menyuruh seorang untuk menutup mulut sang suami,
lalu berkata “Takutlah kepada Allah, sesungguhnya sumpah kalimat ini
pasti berlaku”. tujuan hal di atas adalah agar si suami tidak mengucapkan
sumpah yang kelima sebelum dinasehati, karena hukuman di dunia lebih
ringan dari pada hukuman di akhirat.

. Jika suami melanjutkan, maka dia berkata, “Dan aku bersedia mendapat
laknat Allah, jika aku termasuk orang-orang yang berdusta “dengan
mengucapkan sumpah kelima, maka gugurlah hukuman atas tuduhan
berzina kepada istrinya. Tetapi ketika suami mecabut kembali sumpahnya
maka si suami di hukumi dengan hukuman gadhaf (melakukan perbuatan
zina) yaitu dicambuk 80 Kali.

. Kemudian hakim langsung bertanya kepada istrinya,” engkau bersediakah
melakukan sumpah li’an atau tidak, jika tidak maka engkau akan
dikenakan hukuman melakukan zina”.

. Lalu istri berkata, “Demi Allah dia adalah orang yang berdusta”,
bersumpah sebanyak empat kali.”

. Hakim menyuruh orang untuk menghentikannya, agar ada kesempatan

untuk menyampaikan nasihat kepadanya dan menjelaskan bahwa istri akan
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dikenakan murka Allah (jika berdusta), sebelum menyatakan sumpah yang

kelima.

8. jika istri mencabut sumpahnya dan mengakui perbuatannya, maka istri

akan dijatuhi hukuman orang yang berbuat zina.

Tetapi jika istri tidak mau mengakuinya, maka disuruh untuk menyatakan
“Aku bersedia menerima murka Allah, jika suamiku termasuk orang-orang
yang benar.” setelah sumpah yang kelima diucapkan maka gugurlah
hukuman zina atas dirinya.’

Sedangkan tata cara Li’an menurut Pasal 127 Kompilasi Hukum

Islam, adalah sebagai berikut :

1.

Suami bersumpah 4x dengan kata tuduhan zina atau pengingkaran anak
tersebut, diikuti sumpah ke 5 dengan kata-kata “ laknat Allah atas dirinya
apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta”.

Istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah 4 x
dengan kata tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar, diikuti
sumpah ke 5 dengan kara-kata “ Murka Allah atas dirinya bila tuduhan dan
atau pengingkaran tersebut benar *

Tata cara pada huruf a dan b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak
terpisahkan.

Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b maka

dianggap tidak terjadi li’an.

’® Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, Fighus Sunnah Lin Nisaa’, Darul Bayan al-Hadis,
Terjemah: Asep Sobari, Figih Sunnah untuk Wanita (Jakarta: Al-I’tisom Cahaya Umat, 2007),

800.
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Adanya perbedaan yang tajam antara hukum Islam, Kompilasi Hukum
Islam, dan KUH Perdata, tentang status dan kedudukan seorang
anak.Menurut hukum Islam, anak sah adalah anak yang dilahirkan akibat
perkwinan yang sah.Dan anak yang dilahirkan di luar perkawinan, baik yang
dilakukan oleh perawan dan jejaka maupun oleh seseorang sudah pernah
menikah tetap dinamakan zina dan anak dari hasil tersebut berkedudukan
sebagai anak tidak sah selamanya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 99, menetapkan bahwa anak
yang sah adalah:

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkwinan yang sah.
2. Hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh
istri tersebut.”’

Sedangkan menurut hukum perdata yang tercantum dalam Burgelijk
Wetboek (BW).Terdapat tiga tingkatan status hukum dari pada anak di luar
perkawinan.

1. Anak luar perkwinan, anak yang belum diakui oleh kedua ibu bapaknya.

2. Anak luar perkawinan, yang telah diakui oleh salah satu atau kedua orang
tuanya.

3. Anak luar perkawinan itu menjadi anak sah, sebagai akibat kedua orang
tuanya melagsugkan perkawinan sah.

Jadi, menurut Hukum Perdata bahwa setiap anak yang dilahirkan di

luar nikah, antara gadis dan jejaka dapat diakui sekaligus dapat disahkan,

" Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Gema Insani Press, 1994),
107.



59

kecuali anak-anak yang dibenihkan dari hasil zina atau dalam sumbang. Hal
ini berarti bahwa hukum memandang konsekuensi zina adalah hubungan seks
yang dilakukan di luar nikah, oleh mereka yang sudah bersuami atau beristeri.

Sedangkan mereka yang melakukan hubungan seks di kalangan gadis
dan jejaka tidak dinamakan zina, dan anak yang lahir dari mereka dapat
diakui sekaligus disahkan. Hukum perdata Islam memandang bahwa anak
zina dan juga anak yang telah diingkari keabsahannya itu suci dari segala
dosa orang yang menyebabkan eksistensinya di dunia ini, sesuai dengan

hadits Nabi Muhammad saw.:

o %
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Artinya: “Diceritakan dari Adam diceritakan pula dari Abi Da’bin tentang
Zuhri bin Abi Salamata bin Abdir Rahman tentang Abi Hurairah,
ra. berkata, Nabi SAW bersabda: Setiap anak dilahirkan dalam
keadaan suci, maka kedua orang tuanyalah yang menyebabkan
anaknya menjadi Yahudi, atau Nasranai atau Majusi”.”

Karena itu, anak zina dan anak yang telah diingkari keabsahannya
harus diperlakukan secara manusiawi, dan yang bertanggung jawab untuk
mencukupi kebutuhan hidupnya baik materiil maupun spiritual adalah
terutama ibunya yang melahirkan dan keluarga ibunya. Sebab anak tersebut

hanya mempunyai hubungan nasab atau perdata dengan ibunya.

8 Ahmam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail ibnu Ibrahim bin Mughirah bin Barzabah Al
Bukhary al-Ja’fi, Shahih Bukhari, jilid 2, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Alamiah, tt), 421.
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Pengajuan tuntutan-tuntutan untuk mengingkari keabsahan anak dan
untuk memberikan kepastian status dan kedudukan seorang anak merupakan
suatu keharusan, akan tetapi pembuktian tersebut tidaklah mudah, karena itu
menurut hukum Islam perlu adanya saksi-saksi untuk mengungkap fakta-
fakta atau peristiwa yang telah terjadi, apabila tidak ada bukti lain, maka
hukum Islam tetap menggunakan bukti melalui pelaksanaan sumpah li’an
sebagai akhir dari penyelesaian suatu perkara.

Perbedaan dalam peraturan perundang-undangan merupakan suatu
kewajaran apalagi pendapat ini didasarkan pada fakta empiris.Karena itu
perbedaan peraturan perundang-undangan tersebut dapat dijadikan sebagai
referensi hukum sejauh bukti-bukti yang mendukungnya apalagi diera
kemajuan ilmu dan teknologi termasuk didalamnya teknologi kedokteran
kiranya dapat digunakan untuk mendetksi siapa sesungguhnya bayi itu
benihnya berasal.

Melalui tes darah atau sel-sel tubuh lainnya dengan tidak bermaksud
menyisihkan (mediskriminasikan) hasil ijtihad dan rumusan ulama terdahulu,
jasa ilmu kedokteran tadi dapat membantu. Hal itu bertujuan untuk membantu
menjelaskan hubungan kekerabatan bayi dengan orang tuanya dengan tetap
berpegang pada norma dan ketentuan agama. Apabila perkara tersebut
diajukan kepengadilan, hakimlah yang dituntut bijaksana dalam memberikan
putusan yang adil. Oleh karena itu agar tidak terjadi perkara yang saling
menggugat dan pengingkaran suami terhadap keabsahan seorang anak perlu

adanya proses pengendalian diri hawa nafsu dengan menjalankan syariat



61

Islam yang telah ditetapkan oleh Allah yaitu melaksanakan perkawinan yang
menjamin untuk menghalalkan hubungan seks yang disertai dengan rasa
tanggung jawab serta menyadari bagaimana nasib anak yang dilahirkan tanpa

seorang ayah akibat perselingkuhan dan pergaulan bebas.

Komparasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Terhadap Pengingkaran Keabsahan Anak

Dalam Hal Mengingkari Keabsahan Anak Yang Dilahirkan Istrinya.
Dalam hal ini KUH Perdata (BW) di Indonesia menganut sistem yang sangat
berlainan dengan hukum Islam, namun sedikit banyak juga ada persamaan
yang sangat terkait. Sebagaimana sudah diterangkan dimuka, bahwa KUH
Perdata (BW) hanya berlaku bagi orang-orang Eropa dan golongan Tionghoa.

Antara hukum Islam dan KUH Perdata sama-sama berpegang pada
prinsip bahwa setiap anak yang dilahirkan dari ikatan perkawinan yang sah,
maka anak yang dilahirkan itu adalah anak yang mempunyai kedudukan
sebagai anak yang sah dari kedua orang tuanya.

Aturan dalam hukum Islam pada pokoknya hampir bersamaan dengan
prinsip yang diatur dalam hukum Eropa, di mana tenggang masa kehamilan di
dalam perkawinan di tentukan oleh tenggang waktu seorang anak yang lahir
dari seorang ibu. dan anak tersebut baru dianggap anak yang sah dari seorang
suami apabila anak itu lahir sekurang-kurangnya 6 bulan sesudah akad nikah
diresmikan secara sah. Maka dalam hal yang demikian secara nyata anak

tersebut anak yang sah dari ibu bapaknya. Waktu 6 bulan itu merupakan
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jangka waktu yang telah umum baik dalam hukum Islam maupun dalam KUH
Perdata atau hukum Eropa.”

Oleh karena itu apabila seorang anak lahir sebelum masa 6 bulan dari
masa perkawinan, maka sang ayah berhak menolak atau mengingkari
keabsahan anak itu menjadi anaknya. Hal ini apabila perselisihan tentang sah
atau tidaknya seorang anak antara suami istri terjadi, maka apabila seorang
istri mau mengadukan hal yang sebenarnya berdasarkan hukum Al-Qur’an,
maka dia akan menang dalam perkaranya.

Sebagaimana telah dikatakan oleh Abdullah Ibnu Abbas bahwa:
& Blass: 365 h3s o3 o Suass Aty 5 8 J6 . AL 1 Ksis P

At sl g el e
Artinya: “Kalau kiranya wanita ini mengadukan halnya dengan
mengemukakan al-Qur’an tentulah dia akan menang dalam
perkaranya dan kamu sekalian akan kalah karena sesungguhnya
Allah SWT berfirman: “Dan memeliharanya sampai disapih

selama tiga puluh bulan.”

Ketentuan mengenai tenggang masa mengandung adalah 180 hari (6
bulan) dapat dijadikan pedoman hukum dalam menilai suatu pengingkaran
kandungan dan kelahiran seorang anak, karena tempo waktu 180 hari, baik
ditinjau dari segi pengetahuan umum juga sesuai dengan ilmu kedokteran,
pada zaman modern sekarang ini masih berpegang pada tenggang waktu

tersebut sebagai jangka waktu kehamilan dan kelahiran.

" Harahap, Hukum, 185.
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Baik KUH Perdata maupun hukum Islam sama-sama memberikan hak
dan kesempatan bagi seorang suami untuk menyangkal atau mengingkari atas
kelahiran seorang anak dari istrinya. Oleh karena itu apabila seorang istri
melahirkan seorang anak yang masa kehamilannya kurang dari waktu 6
bulan, maka seorang suami berhak untuk melakukan penyangkalan atau
pengingkaran terhadap kelahiran anak tersebut dengan mengajukan gugatan
dan tuntutan ke pengadilan negeri menurut KUH Perdata. Kemudian, dalam
pengadilan seorang hakim akan memberikan keputusan tentang sah atau

tidaknya seorang anak sesuai dengan bukti-bukti dalam pemeriksaan.



BAB IV
IMPLIKASI HUKUM PENGINGKARAN
KEABSAHAN ANAK KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN KITAB

UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

A. Faktor Penyebab Pengingkaran Terhadap Keabsahan Anak

Adakalanya seorang istri melahirkan anak sebagai akibat bersetubuh
dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. Kalau suaminya dalam hal ini
diam saja, maka si anak dianggap sebagai anak yang sah. Tetapi suami
tersebut menurut hukum diberikan kesempatan untuk menyangkal atau
mengingkari terhadap keabsahan anak yang dilahirkan istrinya.

Dalam pasal 252 KUH Perdata ditegaskan bahwa seorang suami dapat
melakukan penyangkalan atau pengingkaran terhadap sahnya anak, hanya
apabila ia dapat membuktikan bahwa ia sejak 300 (tiga ratus) hari sampai 180
(seratus delapan puluh) hari sebelum anak itu lahir, dia telah berada dalam
keadaan tidak mungkin untuk mengadakan hubungan jasmaniah dengan
isterinya. Baik karena keadaan terpisah maupun karena sesuatu yang
kebetulan saja. Dengan menunjuk pada ketidak-mampuannya yang nyata
(kelemahan alamiah jasmaniah), seorang suami tidak mengingkari bahwa
anak itu adalah bukan anaknya.®

Melalui tenggang masa mengandung antara 180 (seratus delapan

puluh) hari merupakan masa mengandung yang paling sedikit (paling

8 Andi Hamzah, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Jakarta: Rineka, tt),62.

64
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pendek). Apabila seorang anak yang dilahirkan sebelum lewat seratus delapan

puluh hari setelah hari pernikahan orang tuanya, maka ayahnya berhak

mengingkari keabsahan anak tersebut, namum pengingkaran itu tidak boleh
dilakukan apabila:

1. Si suami sebelum pernikahan telah mengetahui bahwa calon istrinya sudah
hamil dahulu.

2. Si suami hadir pada waktu akta kelahiran si anak dibuat dan dia ikut
menandatangani akta itu atau jika ia tidak menandatanganinya ia membuat
pernyataan bahwa ia tidak dapat menandatanganinya.

3. Anak itu pada waktu lahir sudah tidak hidup.

Pengingkaran suami terhadap keabsahan seorang anak dapat
dilakukan apabila:

1. Dalam jangka waktu satu bulan terhitung dari lahirnya si anak apabila si
suami berada dalam kota kelahiran anak itu atau tempat sekitarnya.

2. Dalam jangka waktu dua bulan sejak terhitung dari saat kembalinya si
suami apabila bepergian.

3. Dalam jangka waktu dua bulan terhitung dari saat terlihatnya adanya
penipuan jika lahirnya anak itu disembunyikan dari suami.

Terjadinya faktor pengingkaran suami terhadap anak yang dilahirkan
istrinya, ditentukan oleh tenggang masa mengandung si istri dalam ikatan
perkawinan dan apabila seorang suami suami tidak merasa bersetubuh dengan
istrinya dengan didasari bukti-bukti yang nyata. Oleh karena itu persoalan

pokok sesungguhnya adalah terletak pada kejujuran seorang wanita yang
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sedang mengandung jika ia mau menyadari bagaimana sesunguhnya nasab

bayi itu jika ia melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain.®

B. Proses Gugatan Pengingkaran Terhadap Keabsahan Anak

Bagaimanapun juga seorang anak yang lahir di muka bumi ini tidak
mungkin lahir tanpa ibu dan ayah. Akan tetapi seperti yang telah diuraikan,
bahwa ditinjau dari segi hukum kemungkinan seorang anak yang lahir itu
sama sekali tidak mempunyai hubungan darah (bloed Verwantschap) dengan
ayah yang dalam ikatan perkawinan dengan istrinya.® Jika kelahiran anak itu
atas hasil perzinaan atau kelahiran anak itu disangkal oleh suami dan ibu yang
melahirkan anak tersebut. Oleh karena itu hak pengingkaran pada prinsipnya
atau secara prioritas berada ditangan suami.

Dalam pasal 256-260 KUH Perdata ditentukan bahwa siapa saja dapat
mengajukan pengingkaran terhadap keabsahan anak untuk memastikan
hubungan keperdataan. Menurut KUH Perdata yang dapat melakukan
pengingkaran terhadap keabsahan anak (action en desaveu) antara lain:

a. Suami ibu dari anak itu.
b. Para ahli waris suami.s3
Pengingkaran terhadap keabsahan anak yang dilahirkan oleh istrinya

terbatas pada waktu-waktu tertentu. Pengingkaran yang dilakukan oleh suami:

81 M. Ridwan Indra, Hukum Perkawinan di Indonesia (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994), 55.
8 M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional (Medan: CV. Zahir, 1975), 193,
8 R. Soetojo Prawirohadjojo, Asis Sofioedin, op.cit, him. 133.
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a. Suami tadi haruslah mengajukan tuntutan perdata ke pengadilan dalam
tenggang waktu dua bulan, kalau suami tadi meninggal, perkara tersebut
dapat diteruskan oleh ahli warisnya.

b. Pengingkaran ini harus dilakukan dalam batas-batas waktu yang telah
ditentukan oleh undang-undang.

1) Kalau suami berdiam di kota kelahiran si anak atau sekitarnya,
tenggang waktu pengingkaran itu adalah satu bulan.

2) Jika suami sedang bepergian, tenggang waktu pengingkaran adalah dua
bulan, terhitung sejak saat ia kembali dari bepergiannya itu.

3) Jika kelahiran anak itu disembuyikan oleh istrinya, tenggang waktunya
adalah dua bulan, sejak tipu muslihat itu diketahuinya.

c. Penuntutan-penuntutan di muka hakim harus dilakukan terhadap seseorang
sebagai tergugat yang harus ditetapkan lebih dahulu oleh hakim selaku wali
dari anak itu, sedangkan ibu anakpun dalam perkara tersebut harus
dipanggil dengan sah untuk didengar keterangannya.®

Pengingkaran yang diajukan oleh ahli waris dapat dilakukan apabila:

a. Dalam waktu dua bulan sesudah meninggalnya suami kalau pengingkaran
itu merupakan kelanjutan hak suami yang telah mengajukan gugatan atau
setidak-tidaknya telah melakukan pengingkaran dengan suatu akta diluar

pengadilan.

8 Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Hukum Keluarga (Sinar Grafika, tt), 43.



68

b. Dalam waktu dua bulan sesudah anak itu menguasai warisan si suami atau
merasa mempunyai hak atas warisan atas suami.®

Semua pengingkaran ini harus dilakukan dalam jangka waktu dua
bulan dan diikuti dengan suatu  penuntutan dimuka hakim
(pengadilan).Tenggang-tenggang  seperti  itu  telah  diadakan  suatu
undangundang oleh pemerintah federal Belanda.Sebagaimana termuat dalam
Staatsblad 1946-1967, yaitu hakim diberikan kuasa untuk memperpanjang
tenggang-tenggang waktu tersebut.

Penuntutan-penuntutan di hadapan hakim tentang pengingkaran bagi
sahnya anak itu harus dilakukan terhadap seorang wali (voogd) dari anak itu
selaku tergugat.Dan harus ditetapkan oleh hakim terlebih dahulu.®® Yaitu
seorang wali istimewa kemudian wali istimewa ini menghadap dimuka
pengadilan yang diperbantukan kepada anak itu, juga ibu dari anak tersebut
dipanggil untuk didengar keterangannya. Sebab di dalam soal ini si ibulah
yang lebih dari siapa saja tahu akan kedudukan terhadap anak itu.®’

Menganai pembuktian bahwa si anak adalah benar anak sah atau
tidaknya dari seorang suami, dilihat berdasarkan bukti-bukti akta autentik atau
surat-surat lain yang terkait. Selain itu juga bisa dilihat dari beberapa peristiwa
tertentu yang dapat dianggap sebagai bukti bahwa anak itu adalah anak sah
atau tidaknya dari seorang suami yang mengajukan gugatan pengingkaran. Hal

ini dapat disandarkan pada KHUPerdata Pasal 261-265 sebagai berikut:

% R. Soetojo Prawirohadjojo, Asis Sofioedin, op.cit, 134.

8 Djoko Prakoso dan | Ketut Murtika, Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia di Indonesia,
(Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987), 130.

8 Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian (Jakarta: Bina Aksara,
1984), 152.
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e Pasal 26
“Asal keturunan anak-anak sah dibuktikan dengan akta-akta kelahiran
yang didaftarkan dalam daftar-daftar Catatan Sipil.
Bila tidak ada akta demikian, cukuplah bila seorang anak telah
mempunyai kedudukan tak terganggu sebagai anak sah”
Kedudukan akta kelahiran sebagai bukti kuat dari sah tidaknya
seorang anak yang diingkari oleh suami, dipertegas oleh pasal 263
KHUPerdata sebagai berikut:
e Pasal 263
“Tiada seorang pun dapat menyandarkan diri pada kedudukan yang
bertentangan dengan kedudukan yang nyata dinikmatinya dan sesuai
dengan akta kelahirannya, dan sebaliknya tiada seorang pun dapat
menyanggah kedudukan yang dimiliki seorang anak sesuai dengan akta
kelahirannya.”

Akan tetapi apabila diketahui bahwa akta kelahiran didaftarkan dengan
nama palsu, maka terdapat pengecualian terhadap pasal tersebut di atas oleh
pasal 264-265 KHUPerdata sebagai berikut:

o Pasal 264%
Bila tidak ada akta kelahiran dan tidak nyata pemilikan kedudukan yang
tak terputus-putus, danbila anak itu didaftarkan dengan nama-nama palsu

dalam daftar-daftar Catatan Sipil atau seakan-akan dilahirkan dari bapak

8 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
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ibu yang tidak dikenal, maka asal keturunannya dapat dibuktikan dengan
saksi-saksi.

Namun pembuktian dengan cara demikian tidak boleh
diperkenankan, kecuali bila ada bukti permulaan tertulis, atau bila
dugaan-dugaan atau petunjuk-petunjuk dari peristiwa-peristiwa yang tidak
dapat dibantah lagi kebenarannya, dapat dianggap cukup berbobot untuk
memperkenankan pembuktian demikian.

Pasal 265

Bukti permulaan tertulis adalah surat-surat ke luar, daftar-daftar dan surat-
surat rumah tangga bapak atau ibu, atau akta-akta notaris atau akta-akta di
bawah tangan yang berasal dari pihak-pihak yang tersangkut dalam
perselisihan, atau bila masih hidup, mereka yang sedianya berkepentingan
dalam perselisihan itu.Selanjutnya, selain bukti tertulis yang berupa akta
kelahiran dan saksi sebagai pengganti akta tersebut, juga ada peristiwa
tertentu yang dapat dijadikan bukti. Hal ini sebagaimana pasal 262
KHUPerdata sebagai berikut:

Pasal 262%°

Pemilikan kedudukan demikian dapat dibuktikan dengan peristiwa-
peristiwa yang, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menunjukkan
hubungan karena kelahiran dan karena perkawinan antara orang tertentu

dan keluarga yang diakui olehnya, bahwa dia termasuk di dalamnya.

& hid.
% 1hid.



71

Yang terpenting dari peristiwa-peristiwa ini antara lain adalah: bahwa
orang itu selalu memakai nama bapak yang dikatakannya telah
menurunkannya:

v bahwa bapak itu telah memperlakukan dia sebagai anaknya, dan dia
sebagai anak telah diurus dalam hal pendidikan, pemeliharaan dan
penghidupannya;

v bahwa masyarakat senantiasa mengakui dia selaku anak bapaknya.

v bahwa sanak saudaranya mengakui dia sebagai anak bapaknya.

C. Akibat hukum dari Adanya Gugatan Pengingkaran Suami terhadap
Keabsahan Anak

Suatu yang menjadi hajat hidup yang dibutuhkan dan menjadi
kepentingan yang berguna. Itulah yang dimaksud dengan kemaslahatan. Suatu
perkawinan akan menimbulkan berbagai macam akibat hukum. Namun akibat
hukum yang menonjol dan juga cukup penting adalah hubungan antara suami
istri, hubungan antara orang tua dengan anak serta masalah harta benda dalam
perkawinan.

Seorang laki-laki dan seorang wanita yang terikat dalam perkawinan,
maka memiliki hubungan yang timbal balik antara orang tua dan anak-
anaknya yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah. Namun, apabila timbul
keragu-raguan dan perselisihan tentang sah tidaknya seorang anak yang
dilahirkan istrinya, maka seorang suami diberi hak untuk mengingkarinya

dengan mengajukan tuntutan-tuntutan di pengadilan, dan hakim akan
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memberikan putusan yang berbeda-beda bisa mengabulkan atau menolak,
tergantung pada hasil pemeriksaan dalam persidangan.

Oleh karena itu perlu dipahamai bahwa, apabila seorang hakim
menolak gugatan tersebut, maka hubungan hukum keperdataan terjalin antara
orang tua dan anaknya, baik dalam hal pewarisan, perwalian dan nafkah.®*
Adapun tentang hal izin dalam masalah mau melaksanakan perkawinan bagi
wanita yang sudah dewasa, harus ada kesepakatan atau persetujuan dari ayah
dan ibunya. Apabila ayah ibunya sudah meninggal, maka yang memberikan
izin ialah kakek dan nenek baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu.
Hubungan timbal balik seperti ini terjadi apabila, dalam ikatan perkawinan
yang sah.

Dengan demikian, pengajuan gugatan pengingkaran terhadap
keabsahan anak yang dilakukan oleh suaminya, apabila gugatan tersebut
ditolak oleh hakim, maka hubungan antara orang tua dan anak tetap terjalin.
Sedangkan apabila gugatan pengingkaran terhadap keabsahan anak tersebut
dikabulkan dan dinyatakan sah oleh hakim, maka suatu permufakatan antara
suami istri tidak akan mengakibatkan si anak itu berkedudukan sebagai anak
sah.

Gugatan yang diajukan dimuka pengadilan berdasarkan uraian di atas
kedudukan perdata seseorang dalam pasal 324 KUH Perdata yang diartikan

sebagai upaya hukum yang tidak terlepas dari beberapa tuntutan hukum.

1 M. Ridwan Rendra, op.cit., him. 48.
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Kemungkinan untuk diadakannya suatu tuntutan yaitu untuk menunjang hal
kedudukan perdata seseorang yang berkepentingan.

Adanya keputusan atas diterimanya gugatan pengingkaran terhadap
kelahiran anak akan memberikan kedudukan terhadap anak sebagai anak tidak
sah (anak ibu) dan anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan
ibunya dan keluarga ibunya. Kedudukan tentang sah atau tidaknya seorang
anak ditetapkan oleh seorang hakim, jika anak tersebut berkedudukan sebagai
anak tidak sah, maka akan mempunyai akibat hukum sebagai berikut:

a. Tidak ada hubungan nasab kepada laki-laki yang mengingkarinya.

Orang tua yang terikat dengan perkawinan yang sah, maka akan
melahirkan anak yang sah pula dan berhak untuk dihubungkan kepada
ayahnya. Sedangkan anak yang telah diingkari keabsahannya tidak dapat
dihubungkan nasabnya kepada ayahnya melainkan hanya kepada ibunya
dan keluarga ibunya, begitu juga dengan hubungan keperdataannya.

Secara yuridis formal ayah yang mengingkari tidak wajib
memberikan nafkah kepada anak itu dan hubungan kekerabatannya hanya
berlangsung secara manusiawi, bukan secara hukum.

b. Tidak ada saling mewarisi

Sebagai akibat lebih lanjut dari adanya gugatan pengingkaran
terhadap keabsahan anak yang menyebabkan mereka tidak ada hubungan
nasab antara anak dengan ayah yang mengingkarinya. Oleh karena itu
mereka tidak dapat saling mewarisi (suatu penyebab mendapat warisan).

Yang dimaksud dengan saling mewarisi juga termasuk mewarisi dari
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kerabatnya yang terdekat seperti saudara, paman dan sebagainya begitu
pula keluarga bapak tidak dapat mewarisi dari anaknya.
Dalam Hal Perwalian

Perwalian merupakan suatu pengawasan terhadap anak yang di
bawah umur,yang tidak berada di bawah kekuasanaa orang tua serta
pengurusan benda atau kekayaan ank tersebut.”> Dengan demikian, berada
di bawah perwalian. Adapun anak yang berada di bawah perwalian adalah:
1) Anak sah yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaanya sebagai

orang tua.
2) Anak sah yang orang tuanya telah bercerai.
3) Anak yang lahir diluar perkawinan (Naturlijk Kind)

Jika salah satu orang tua meninggal, menurut undang-undang orang
tua yang lainnya dengan sendirinya menjadi wali dari anak-anak nya.
Perwalian ini merupakan perwalian menurut undang-undang. (Wettelijke
Voogdij).”® Seorang anak yang lahir di luar perkawinan berada di bawah
perwalian orang tua yang mengakuinya. Apabila seorang anak yang tidak
berada di bawah kekuasaan orang tua atau ternyata tidak mempunyai wali,
hakim akan mengangkat seorang wali atas permintaan salah satu pihak
yang berkepentingan atau karena jabatannya (Datieve Voogdij). Ada pula
kemungkinan, seorang ayah atau ibu di dalam surat wasiatnya (Testament),
mengangkat seorang wali untuk anaknya. Pengangkatan yag dimaksudkan

akan berlaku, jika orang tua yang lainnya karena sesuatu, sebab tidak

% Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata (Jakarta: PT. Internusa, 1995), 52.

% bid.
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menjadi wali. Perwalian semacam ini dinamakan perwalian menurut wasiat
(Testamenteir Voogdij).

Pada umumnya dalam setiap perwalian, hanya ada seorang wali
saja.Kecuali, apabila seorang wali ibu (moeder voogdes) kawin lagi, dalam

hal ini suaminya menjadi (Mede Voogd).**

% 1bid.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Analisis pengingkaran terhadap keabsahan anak menurut KIH adalah
proses penyelesaian perkara tersebut menurut aturan hukum Islam sama
halnya dengan penyelesaian perkara penuduhan zina, yaitu dengan
menggunakan sumpah /i’an sebagai sumpah pemutus dalam perkara
pengingkaran terhadap keabsahan anak.

2. Analisis pengingkaran terhadap keabsahan anak yang dilahirkan istrinya
menurut KUH Perdata, penyelesaiannya melalui pengadilan dengan
mengajukan tuntutan-tuntutan disertai bukti-bukti tertulis, sebagaimana
penyelesaian perkara-perkara yang lainnya. Kemudian, apabila hakim
yakin dengan pembuktian tersebut, maka yang menetapkan kedudukan
tentang sah atau tidaknya seorang anak beserta hubungan hukumnya
adalah hakim. Dan jika gugatan tersebut diterima, maka anak itu
berkedudukan sebagai anak tidak sah dan hanya memiliki hubungan
perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.

3. Gugatan suami dalam hal mengingkari keabsahan anak menurut hukum
Islam dan KUH Perdata memiliki komparasi, mengenai ketentuan
tenggang masa mengandung antara enam bulan dari akad perkawinannya
yang sah, dan jika seorang anak lahir kurang dari masa tersebut, suami

berhak melakukan pengingkaran.

76
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Seorang anak yang diingkari keabsahannya berkedudukan sebagai
anak tidak sah, sebagaimana anak yang dilahirkan diluar perkawinan.Dia
hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya,
dan perkawinannya antara suamu istri tersebut putus untuk
selamalamanya, tiada jalan untuk bersatu lagi dengan alasan apapun.

. Implikasi Hukum dari KIH dan Komparasi KUH Perdata

Pandangan hukum Islam terhadap peraturan mengenai gugatan
pengingkatan suami tentang keabsahan anak sebagaimana yang diatur
dalam KUH perdata merupakan suatu keharusan, jika memang seorang
suami benar-benar merasa yakin bahwa bayi itu tidak ada hubungan nasab
dengannya.

Keadaan demikian hukum Islam tetap menggunakan sumpah /i’an
sebagai penyelesaian perkara yang sama halnya dengan perkara penuduhan
zina.

Hukum Islam menetapkan kedudukan anak yang dilahirkan di luar
kawin baik yang dilakukan gadis atau jejaka dan orang yang sudah pernah
menikah tetap dinamakan zina. Dan anaknya berkedudukan sebagai anak
yang tidak sah.Yang hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibu dan
keluarga ibunya.

Menurut Hukum Perdata, seorang anak yang dilahirkan di luar
perkawinan dapat diakui sekaligus dapat disahkan oleh orang tuanya

melalui proses pengadilan.
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B. Saran-saran
Setelah penulis mempelajari tentang permasalahan mengenai gugatan
suami dalam hal mengingkari keabsahan anak yang dilahirkan istrinya dalam
70KUH Perdata, maka diakhir tulisan ini penulis ingin menyampaikan
saransaran sebagai berikut:

1. Penulis menyadari bahwa masyarakat Islam Indonesia sering dihadapkan
kepada masalah-masalah sosial seperti pergaulan laki-laki dan wanita yang
membawa dampak negatif, maka perlu diupayakan penyuluhan hukum
oleh para ahli hukum kepada tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan
agar dapat terhindar dari perbuatan tercela.

2. Kepada pemerintah, baik yang berada di lembaga legislatif maupun
lembaga eksekutif disarankan agar dalam membuat peraturan
perundangundangan dan membuat produk-produk hukum supaya
memperhatikan norma-norma yang berlaku dan yang sudah tumbuh subur
dalam masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat tidak menyalahi aturan
hukum dan terhindar dari terjadinya gugatan pengingkaran terhadap
keabsahan anak. Hal ini demi untuk memberikan bantuan dan pelayanan
yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan bagi anak yang sudah menjadi
hakhaknya tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, agama, dan kedudukan
sosial.

3. Dalam hal membantu dan mengupayakan agar anak jangan sampai
terlantar, sebaiknya masyarakat khususnya para orang tua harus bisa

membimbing dan mengarahkan pergaulan anak-anaknya. Hal ini antara
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Hukum Islam dan KUH Perdata mempunyai orientasi yang sama, dalam
tujuannya untuk memberikan kesejahteraan bagi mereka. Dengan adanya
perbedaan pemahaman, pemikiran dan pendapat dalam Hukum Islam dan
Hukum Perdata memberikan nuansa yang bervariasi, pemikiran yang
produktif, dengan tidak disikapi rasa negatif karena substansi perbedaan

adalah rahmat.
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